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Py TURAK DT AH KABUPATEN TAPANULI UTARA
12 TARUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI DAERAHK

o Nades OR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAFPANULI UTARA,

bahwa gagual ug 1Ay Ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Unaang Nomor
28 Tahun 2009 tantang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi

ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; o
bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan

Ceerah,

Jndang-Undang Nomeor 7B Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kebupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara
Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tfentang Pembentukan
Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1898 tentang
Pembe riukan Kubyoatendiaerah Tingkat 1l Toba Samosir dan Kabupaten
Daerah Tingkat{l:dandaisy Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2003 trntang Fembentukan Kabupaten Nias Selaten, Kabupaten Pakpak
Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

Undang-Undang dNomor 8 Tahun 198617 telang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209} ;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentung Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nemor 53, Tambghan Lembaran Negara Republik indoniesia Nomor 4388) |

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeran
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
flomor 12 Tahun 2008 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonegis Nomoy A438);

Undgyy-Undang ygmor 2g Tabun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (L“”ﬂp"!cjt Negara Republik Indonesia Tahun 2079
Nomor 130, Tam! Lembaran Negara Republix Indorizsia Nemor
5049},




7. Undang-Undang Nomor 732 Tahun 2009  tentang - Pokok-pok
Pengembangan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repubhk Indone:
Tahun 2009 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Rep‘ub&zk Indone:
Nomor 36389), ; R b, '

8. Peraturan Pemermtah Nomor 27 Tdhun 1983 tentano Pelaksanagn Kit
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Repuk
Indonesia Tahun 1983 Nowior 36, Tambahan Lembaran Negara Repuk
Indonesia Nomor 3258) ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosec
Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo. 17 Tahun 2006 tentang Lembar
Daerah dan Berita Daerah

11.Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosec
Pengesahan Peraiuran Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi ;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2008 tenta
Organisasi dan Tals Kerja Sekretariat Deerah dan Sekretariat Dew
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2008 tenta
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerch Kabupaten Tapanul Utara

14.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 5 Tahun 2008 tenta
Organisasi dan Tata Ket WLembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapan

Utara.

Dengan Per{%t -djuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAcRAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA

dan |
BUPATI TAPANUL! UTARA,

Menetapkan  : pERATURAN D/ & 4H TENTANG RETRIBUS! DAERAH.
AERA
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasg§1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adaiah wihyah Kabupaten Tapanuli Utara;
Pemerintah Daerah adalah Pﬁmenntah Kabupaten Tapanuli Utara;

2
3. Bupatiialah Bupati Iaoanuh Utara *
4

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya diSIﬂgkdt DPRD adal
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

5. Pejabat adalah pe awai yang diberi tugas tertentu di bidang retribu
sest'ai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku ;

6. Badan .....J:



6.

10.

11.

12.

14.

15.

~16.

.3

Badan acalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang nelakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komar.aiter, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengah\ nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, kope.asi dan pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yavasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk tadan lainnya termasuk kontrak

~ investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupatzn Tapanuli Utara ;

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintanh Daerah untuk
kepentingan orany pribadi atau badan; '

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;,

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah uvntuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi ata'1 badan; .2

»

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan .oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip-egwsip komersial karena pada dasarnya dapat
pula disediakan oleh seffdr swasta;

Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan vyang
dimaksudkan untuk pembinaan, pencaturan, pengendalian dan
pencawasan atas- kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah ratribusi atas jasa pelayanan

kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau badan;

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah retribusi atas
pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan,
pengangkutan dan pembuangan atau penyediaan lokasi pembuangan,
pemusnahan sampah rumah tangga, perusahaan industri dan
perusahaan perdagangan;

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartt Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah
sebagai pemb}a_varan atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda
Penduduk damé.ita Catatan Sipil yang disediakan dan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi;

Retribusi Pelayanan Pemal:aman dan Pengabuan Mayat adalah retribusi
atas pelayanan tempat pemakaman/pengabuan mayat yang dikelola oleh
Pemerintah Daerah; gamre
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18.

19.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

29.

-4 -

Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas

- penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang dltetapkan oleh

Kepala Daerah;

Retribusi Pasar adalah retribusi atas pemanfaatan pasér berupa
perclatan/kios/los dan/atau bentuk pelayanan lainnya yang disediakan
oleh Pemerintah Daerah;

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah retribusi atas jasa
pelayanan yang disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah
berhubungan uengan pengujian kendaraan bermotor, yaitu mobil bus,
mobil barang, mobil penumpang, kereta gandengan, kereta tempelan,
kendaraan khusus dan kendaiaan umum roda tiga (beca bermotor);

Retribusi Fe; e iksaan Alal Pemadam Kebakaran adalah pembayaran
atas perayanan pemeriksaan oleh Pemenntah Daerah terhadap alat-alat
pemadam kebakaran vyang dimiliki dan atau dipergunakan oleh
masyarakat; ‘

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas penerbitan peta nleh Pemerintah Daerah;

Retribusi Penyedotan Kakus adalah pembayaran atas pelayanan
penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerirftah Daerah;

Retribusi Pengelahan Limbah Cair adaiah pemungutan dari setiap
pengusanhalpemakai atau yang mengusahai suatu bangunan dan atau
tanah kosong yang air Itmoahnya mengalir'dialirkan ke saluran atau yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah;

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas
jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang disediakan
oleh Pemerintah Daerali untuk tujuan menjaga kaidah tata ruang,
kenyamanan, keselamatan, kelestarian lingkungan dan nilai estetika;

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dipungut
sebagai pembayaran ctas pelayanan pematl.aian kekayaan daerah antara
lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta,
pemakaian kendaraan/alat-atat berat milik Daerah; :

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Fertokoan adalah pembayaran atas
pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir therbggal jenis barang,
termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas
pasar/pertokoan  yang  dikontrakkan, yang disediakan  atau
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola
oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan rirak swasta;

Retribusi Terminal adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
jasa pelaym N yang d|ber|kan kepada umum di dalam lingkungan

terminal;
28.

Retribusi Tempat Khusus Parkw adalah pembayaran atas pelayanan
penyediaan tempat parkir yang khusus dlsedlakan dimiliki dan atau
dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola
oleh Perusahaan Daerah dan p-iﬁak swasta: .
Retribusi Tempat Penginapan/Mess adalah pembayaran atas pelayanan
venyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa/Mess yang dimiliki
dan atau dikelola Pemerintah Daerah;

30. Retribusi ...../5,-
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31.

32.

33.

34.

38.

36,

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pémbayaran atas pelayanan
penyediaar, fmililas  rumah ‘pemotongaJ hewan ternak. termasuk
pelayanan pemeriksaan kesenatan hewan sebelum dan sesudah
dipotong yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola o'eh Pemerintah
Daerah;

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - adalah retribusi atas
penyediaan/pemunfaalan fasilitas tempat Pelayanan Kepelabuhan;
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan daerah
sebagai pembavaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi
pariwisata dan Olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah
Daerah;

Retribusi Penyeberangan di Atas Air adalah pembayaran atas pelayanan
venyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di

- air yang dimiliki dan / awau dikelola oleh Pemerintah Daerah :

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayardn atas
penjualan produksi tisaha Daerah;

Retribusi |Jln Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian
ijin oleh 'Pemerintah Daerah kepada oranq prlbadl dtau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan;’ pengaturan, ~ pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan® fuaﬁg} penggunaan Sumber
Daya Alam, baranj, pra.)a?ana sarana_ atau’ fasilitas tertenfu guna
melindungi kepentingan umum dan menjagu kelestarlan [mgi(ungan

Retribusi [jin Tempat Penjualan Mmuman Beralkohol adalah pembayaran
ntas pemberian ijin clen Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau

~ badan untuk melakukan penjualan minumaii berall\ohol di suatu tempat

39.

40.

41.

. Re‘tnbusx fjin Gangguan ada.l'ah_pe;mba_yafan. atas pemberian ijin tempat
~usaha tertentu yang diberikan _kep.}aqta orang. pribadi atau badan dilokasi

tertentu yang diperkirakan dapat menim-b-u]k.an,lbahaya, xerugian dan
gangguan; '

Retripusi {jin Trayel: adalah pembayaran atas jasa atau pemberian {jin
oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atsu badan untuk
menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau
beberapa trayek tertanty; '

Retribusi ljin Usaha Perikanan adalah pembayaran jasa atas pemberian
liin Usaha Perikanan vyang disediakan dan atau diberikan oieh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

Retribusi [jin Usaha Induslri, Perdagangan dan Gudang adalah retribus:
sebagai pembayaran atas jasa atau pembeiian ijin usaha industri, ijin
perdagangan dan ijin gudang yang khusus disediakan dan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah kepada  orang: prlbadx atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas usaha yvang dimiliki;

Retribusi ljin Peruntukan Penggunaan Tanal, adalah pembayaran atas
pemberian ijin peruntukan penggunaan tanab kepada badan yang akan
menggunakan tanah seluas 10.000 m? atau Ieb|h sesuai dengan rencana
tata ruang daerah;



42.

43.

44,
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47,

48.

49.

50.

31.

52.

b~
Retribusi {jin Yo ha Jase Konstruksi adalah pembayaran atas pemberian
fjin oleh Pemerintah Daerah kepada @r,gng pribadi atau badan yang
bergerak di bidany usaha jasa konstruksi; _ .
Retribusi ljin Pengambilan Hasil Hutan lkutan adalah pembayaran atas
pelayanan perberian ijin pengambilan hasil hutan ikutan kepada orang
pribadi atau Badar:
Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disinggat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan
dengan menggunakan Formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke
Kas Dagre', melalui tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh
Kepala Daeraly; '
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang sel'anjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi:)@“c; terutang;
Surat Ketetapan Retricusi Daerah Lebih Bayar, vyang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan
jumiah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnva
terutang, .
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besamva
retribusi yang terutangie=umiah  kredit retribusi, jumlah kekurangan
pembayaran poxok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah
yang harus dibayar;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan vyang
selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalch surat ketetapan vyang
menentukan tambahan atas jumlah ratribusi yang telah ditetapkan;
Surat Taginan Retnbusi Dasrah, yang capat disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retiibusi dan/atau sanksi  administrasi
berupa bunga dan/atau denda;
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SKRD atau dokumien lain yang d'persamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribus’;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakain secara obyektif dan
profesional berdasarkan atas . standar.. pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi caerah dan/atau untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-
undangan retribusi daerah; .

Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan vyang diakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti ity membuat terang tindak
pidana di bidang Refribusi Daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BABII..../[7.-
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‘ OBYE%&;_:‘?!.A.,Q GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 2 ’

(1) Obyek Retribusi Daerat: adalah :
a. Jasa Umium
b. Jasa Usaha ; dan
c. Perijinan Tertenlu.

(2) Retribusi yang dikenakan atas. Jasa Umum sebagaimaﬁa dimaksud pada
ayat (1) huruf a, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum,

(3) Retribusi yang cikenakan atas Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

(4) Retribusi yang dikenakan atas Perijinan Tertentzisebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢, digolongkan sebagai Ratribusi Perijinan Tertentu.
BUKY |
RETRIBUS! JASA UMUM
Pasal 3

Obyek Retribusi Jasa Urmum adaldhbela'yanah‘yang disediakan atau diberikan
Pemarintah Daerah untuk tujuan’ kepentmgan dan kemanfa%tan umurm serta

“'dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan,.

Pas—’i&i‘i{"
Jenis Retribusi Jg. « Umum adalah ;

a. retribusi Pelayar*ané@svhataﬂ \/ AR \/
b. Retribusi Pelayanan Persampanan/Kebersihan ;
c. Retribusi Penggantian Biaya Cptak KTP Kartu Keluarga dan Akta Catatan
Sipil ; v ,
Ve

d. Retribusi Pelayanan Pomakaman dan Pengabuan Mayat

£ Retribusi Pelayanan Parkir di 1\})1 Jalan Umum ;

f. Retribusi Pelayanan Pasar ; \/
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ;
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penyediaan dan/atau Pehyedotan Kakus ;
k.  Retribusi Pengolahan Limbah Cair ;

=TT a@

[.  Retribusi Pengendalian \/iena ra Telekomunikasi.

2ag.an Pertama
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

- - 3
Faras 8!
Nag . 5 Stya =% dan Subyek Retribusi
Y ;
Pos 1' 5

~..~ il

(1) Dengan nama retribusi Peiayanan Kesehatan dipungut retribusi bagi orang
pribadi atau badan vang menerima pelayanan kesehatan yang dimiliki
dan/atau dike'lola oleh Pemarintah Daerah.
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(2) Obyek Retribaiar g faiiy fan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal
4 huruf "g" adgina ;»e!ayman kesehatan di ‘Puskesmas, Puskesmas
Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum
Caerah dan tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang
dimiliki dan/atau dikelola cleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan

pendaftaran.

(3) Dikecualikan dari Obyek Retribusi Pe Kesehatan adalah pelayanan
kesehatan yang dilakukan oleh("Pemerintah/ BUMN, BUMD dan pihak
Swasta. ?

l" ~ e 6

.,é( dl' -
Subyek Retribusi Dolwa van Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang
mendapatkan pelayanan kesehatan.

Paragraf 2
PrigzipySage, 1 dan Besaran Tarif Retribusi
Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
adalah untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan
kegiatan lainnya yang menunjang pelayanan kesehatann dengan
mempertimbag K3 aeiaamouan masyarakat fan aspek koadxldn

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termaquk biaya investasi
grasarana, biaya operasional dan pemeliharaan. .
(3) Pusien yang berasal dari peit@anaan swasta, retribusi yang diberlakukan

sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian kedua belah pihak dan dibayar
atau dilunasi selambalt-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

(4) Pasien yang tidak mampu yang mempunyai kartu Askeskin/Jamkesmas
dibiayai olef ?

(5) Pasien yang berasal dari keluarga tidak mampu (yana tidak mempunyai
Kartu Askeskin/Jarphosmas), pasien terlantiir. pasien panti asuhan/pant
jompe, pasien tahanan polisi, pasien .embaga Pemasyarakatan, pasien

e ¥ANG digkibatkan oleh wabah dan kejadian fuar biasa dibiayai oleh

(6) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan
Puskesmas Pembantu adalah sebagai berikut :

1. Tiap Kunjungan (termasuk obat-obatan)

a. Obat-obatan untik 3 (tiga) hari ’ | 1.500 -
2. Persalinan

a. Dokter 25.000,-

b. Bidan 17.500,-
3. Rawat Inap di Puskesmas (tidak termasuk-ma_kén) 7.500,-/hari

Pengangkutan Mobil Ambulans/Puskesmas Keliling :
a. Untuk dalam kota di Kab Tap. Utara

1. Mengantar pasien 2.100,-/km

2. Mengantar mayat 4 575 -/km
b. Untuk luar Kab. Tap. Utara

1. Mengantar pasien 2.625,-/km

2. Mengania; mavat 3.750,-/km

(ta-if tersebut tidak termasuk didalamnya jasa prasarana
Aan iaca natiiras)




ey et

4. Pengangkutan Mobil Ambu!ance/Puskesma_s keliling :

a. Dalam Wifayah Kab. Tapanuli Utara :
1. Mengantar Pasien
2. Menganiar Mayat

b. Luar Wilayah Kab. Tapanuli Utara :

1. Menganta, Pasien

2. Mengantar Mayat

(Tarif tersebut tidak termasuk didalamnya iasa

Prasarana dan jasa Petugas)

Tindakan Medik :

192

a. Ringan
- jahit luka per cm jahitan 1~5
- jahit tuka per cm jahitan 5~ 10
- jJahit luka per cm jahitan > 10
- Incisi Abses
- Sirkumsisi L
- Tindik Daun Teliﬁga
- Pemasangan dan Pencabutan Implant
- Incisi Hordeolum
- Vasektomi
b.Sedang;
- Culetage
- Vacum Extractie
c. Medik Gigi :
- Pemberé;’han Karang Gigi
- Pencabulan Gigi
- Pencabutan Gigi Tortanam/impacted
- Incisi Abses Gigi
- Tumpatan Gigi

6. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik -
a. Pemerikszan |aboratorium
- Darah Rutin

- Urine Rutin

3.000,-/*m
6.000.-/km

4.000,-/km
7.000,-/km

7.000,-
14.000 -
28.000,-

8.000,-
25.000,-

4.000,-
40.000,-
25.000,-
30.000,-

30.000.-
© 50.000.-

5.000,-
4.000,-
6.000,-
6.000 -
3.000.-

5.000,-
8.000 -



- -Tinja _ | _ 3.000,-
- Dahak tanpa TB. Paru ~3.000--
- Malaria A S~ 3.000,-
_ Filaria | o ~ 12500,
- Gonorhg N o . 8.000-
- Jamur N 12.500,-
- Micobakterium o 12.500,-
- Golongan Darah 4.000,-
- Gulé Darah | 10.000,-
- Tes Kehamilan | 8.000,-
- Papsmear 15.000,-

b. Pemeriksaan Diagnostik :

- "RO" Folo ; 25.000,-
- EKG ; - 10.000,-
- USG;, ‘ o 25.000,-
- Spirometer ; el 20.000,-
- Refraktometer ; ‘ 14.000,-
- Fetal Mgy/4.r. 15.000.-

7. Pemeriksaan Bakteriologi Khusus

Pemeriksaan mendesak sumur air ;

- Jasa Alat ; 20.000,-

e - Jasa Medik. 15.000,-

" 8. Pemeriksaan dalam rangka pemberian Surat Keteranyan _ 10.000,-
Sehat. _

9. SuratKeteraniyn Sehat. 5.000 -

10.  Pemakaian Oksigen O, ‘ 2.500,-/1tr

Bagian Kedua
RETRIBUSI PELLAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
' Pasal8
(1) Lengan nama retribusi Pelavanan Persampahan / Kebersihan dipungut
retribusi bagi orang pribadi atau badan atas Pelayanan Persampahan /
Kebersihan yvang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana
Jdimaksud  dalam pasalA 4 huruf b ~adalah  pelayanan
persa.npahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,

mehniiti -
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a. Pengambilan/pengumpulan  sampah dari sumbernya ke lokasi
pembuangan sementara ;
b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pe\mbuangan
sementara ke lokasi pembuangan akhir@ampah ; dan
c. Decnyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
(3) Dikecualikan dait obyek relribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan kebersihan jalan umum, telrlw_gn, tempat ibadah, sgiai,

dan tempat umum lainnya.
npat VI

Pasai 9
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan
pelayanan persampahan/kebersihan.

el rat 2
rin.8ip, Scaran dan Besaran Tarif Retribusi
Pasal 10 | .

(1) Prinsip dan sasaran aalam pénetapan tarif r2tribusi jasa umum pelayanan
persampahan/kebersihan yang diberikan Pemerintapﬂ Daereh adalah
pengambilan, pengangkutan, pembuangan atau penyediaan lokasi
pembuangan, pemusnahan sampah rumah tangga, peruszhaan industri
dan perusahaan perdagaris#.

(2) Besarnya ftarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah
sebagai berikut : '

A. Di luar Wilayah Perusahaan Pasar :

1 Rumah tangga ' | Rp 2.000/MMn
2 Kios atau tempat dagangan Rp 4.000/bln
3 KedaiWarung Rp 4.000/uin
4 Toke. Restoran, Cafe, Rumah Makan Rp 8.000/bin

5 Hotel/Wismia

- Berbintang Rp 15.000/bIn
- Melati i Rp 12.000/bIn
- Melati | Rp 10.00C/bin
6 Pedagang pakai gerobak, musiman’ Rp 1.060/har;
7 Apotik/Toko Obat Rp 10.000/01n
8 Rumah Sakit Pemerintah/Swasta Rp 50.000/bin
9 Puskesmas Rp 10.000/bin

10 Klinik, Praktek Dokter/Bidan Rp - 5.000/6in
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11 Sekolaii:

- TK, SD, SLIP, SLTA/Lembaga Rp 5.000/bin
.~ Pendidikan - . E |
- Perguruan Tinggi | Rp 10.000/bln

12 Kantor Pemerintah/Swasta .

- . -Besar uk. di ataks: 11ruangan Rp ~15.000/blIn

- Sedang uk. 5 - 10 ruangah gt Rp 10.C00/bIn

o Kecih uk. 1 -5 ruangan R»n | 6.000/bin

12 Industri Mekanis E Rp A40.000/bin
14 Ihdustri non mekanis’ ‘ ‘Rp 10.000/blIn
15 Gudang " Rp 300008
16 Perbergkeian Bloskop/PHR B Rp 10.000/bin
17  Loket Bis/Taxi yang berada di luar terminal Rp - 10.000/bin
18  Leoket Bis/Taxi yang berada i dalam Rp 5.000/bin

terminal w

19 Asrama yang penghuninya :

- Kurang dari 10 o1a#dgy Rp 15.000/ 00
- 10 s/d 50 orang Rp 30,006k
- Di atas 50 orang Rp 49.000/cin

B. Didalam Pasar/Pewn

1 Untuk kelas | ' ‘ Rp 3.000/in
2 Untuk kelas Il | R 2000/
3 Untuk kelas Il : Hp 1.000/in

Bagian Ketiga
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP,
KARTWY KEL,-U/«J«M-H- D A TA CATATAN SIPIL
azagraf 1
Nama, Obyek c'an ‘-‘xubyek Rembum .
. Pasal 11 '
(1) Dengan ngma retribusi Pengganti B'aya Cetak KTP, Kartu Keiuzrga dan
- fkta Catatan Sipit dipungut retribusi atas Pengganti Biaya Cetak KTP,
Kartu Keluarga dah Alkta Catatan Sipil yang diselenggarakan oieh

Pemerintah Jaerah.
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(2) Obyek Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu
Keluarga dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dinﬁaksud pada'pasal 4
huruf ¢ adalah pelayanan : ‘ . \
a. Kartu Ténda Penduduk ; | |
b. Kartu Keluarga ;

c. Akta Catatan Sipil meliputi Akta Lahir, Akta Perkawinan, Akta
Perceraian, Akia Pengesahan dan Pengakan Anal:, Akta Pengangkatan
Anak, Akta Ganti Nama bagi Wrga Ngara Aing dan Akta Kematian.

Pasal 12
Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan atau yang
menikmatii atas pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah berupa
perolehan/pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil.

Paragraf 2
Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi
Pasal 13 ' 2.
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya
Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Ata Catatan Sipil - hanya
memperhitungkan biaya péﬁ*cf’e’takan dan penyadministrasian.

(2) Besarnya tanf Retribusi penggatian biaya cetak KTP, Kartu Keluarga dan
Akta Zatatan Sipil edalah sebagai berikut
a. AKTE KeLAHIRAN.
Akte Kelahiran Umum :
Kelahiran yang pelaporannya di bawah 60 (enam puluh) hari sejak

e tanggal kelahirannya bagi anak pertama dan seterusnya tidak

dipungut biaya {Gratis).
- Akte Keiahiran vang pelaporannya terlambat Warga Negara
Indonesia tidak dipungut biaya (Gratis)'.

b. AKTE PERKAWINAN
- Akte Perkawinan WNI ;

1. Didalam kantor Catatan Sipil Rp 35.000,-

2. Diluar Catatan Sipll Rp 70.000,-

3. Untuk perkawinan yang dicatatkan lebih cari Rp 100.600,-
60

{enam puluh) hari

- Akte Perkawinan VWA :

1. Didalam kantor Catatan Sipil Rp 100.0C0,-
2. Diluar Catatan Sipil Rp 200.000,-
3. Untulc perkawinan yang dicatatkan letih dari 60 Rp 250.000,-

(enam puluh) hari



c. AKTE PERCERAIAN
. Akte Perceraian VWi TRy

= Untuk perceraian yang dicatatkan dengan. tidak Rp . 100.000,-
melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak ‘
tanggal keputusan pengadilan yang bekekuatan
hukum tetap.

— Untuk perceraian yang‘ dicatatkan dengan Rp 150.0 O,-
menyélidiki Jangka waktu 60 (enam puluh) hari
sejak tanggal keputusan pengadilan yang
borkekuatai: hukum tetap.

2. Akte Perceraian WNA :

— Untuk perceraian yang dicatatkan dengan tidak Rp 150.000,-
melebini jangka waktu 60 {enam puluh) hari sejak
tanggal keputusan pengadilan yang bekekuatan
hukum tetap.

- Untuk perceraian yang dicatatkan dengan Rp 300.000,-
menyelidiki jangla waktu 60 (enam puluh) hari as
sejak taggal keputusan pengadilan  yang
berkekuatan hukum fg@t%p
d. AKTE PENGANGKATAN ANAK
- Untuk pengangkatan anak oleh Warga Negara Rp 100.000,-
Indonesia dengan tidak melebihi jangka waktu 1
(satu) bulan sejak tanggal keputusan pengangkatan
anak dari Pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan oleh
Pengadilan Negeri pengangkatan anak melalui
. Notaris.
- -Untuk pengangkatan anak oleh Warga Negara Rp 150.000,-
Indenesia dengar melebihi jangka waklu 1 (satu)
bulan sejak tanggal keputusan pengangkatan anak
dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap‘ ~dan atan  tanggal pehgukuhan. oleh
Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui
Notaris. : : :
.. - Untuk 'pengangketan anak:oleh Warga Negara Rp ~ 150.000,-
- Asing dengan tidak melebihi jangka wakty 1 (satu) -
bulan sejak tanggal kepuiusan pengangka.an anak
dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetep  dan  atau  tanggal® pengukuhan - oleh
Pengadilan Negeri pengangkatan anal. melalui
No.aris. '
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- Untuk pengangkatan anak WNA dengan melebihi Rp 250.000, -
jangka wakiu 1 ({salu) bulan sejak tanggal
keputusan pengangkatan anak dari pzngadilan
yang telah herkskuatan h'Uk‘_u'm tetap dan atau
tanggal pengukuhan oleh F’éngadilén Negeri bagi
pengangkatan anak melalui Notaris.

e. AKTE PERUBAHAN NAMA :
— Berdasarkan keputusan pengadilan. Rp 100.000,-

f. AKTE KEMATIAN : _
- Untuk Warga Negara Indenesia. Rp 25.000 -
- Untuk Warga Negara Asing. Rp 75.000,-

g. XARTU KELUARGA |
- Biaya cetak untuk penerbitan Kartu Keluarga . Rp 5.000 -

h. KARTU TANDA PENDUDUK - R
- Biaya cetak untuk penerbitan Kartu Tanda Rp 5.000,-
Penduduk.

Bagian Keempat
RETRIBUS! PElI AYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT
paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pasal 14

(1) Dengan nama retribusi Pelayanan Pemakaman dan Fengabuan Mayat
dipungut retribusi atas Peh’gganti Biaya rPelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mayat yang diselenggarakan olen Pemerintah Daerah.

2% (2) Obyek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
sebagaimana dimaksud dalam. pasal 4 huruf “d" adalah pelayanan
pemal-aman dan pengabuan mayat yang meliputi
a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk p2nggalian  dan

pengurusan, pembakaran/pengabuan mayat ;dan
b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang
dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Suwvyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan Yang
memanfaatkan/memakai jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayza..

Fasal 16

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuhan mayat
diukur berdasarkan jumlah  mayat/jenazah yang dimakamkan atau
diperabukan.
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ki csgral 2
Prinsip, Si.n%:0u4iat @eearan Tarif Retnbusn
Pasald7 .

(1) Prinsip dan sasaran -dalam. penetapan tarn‘ retnbusu dlda%arkan pacla
kebijaksanazan Racrah dengan memperhatl"an blaya pbnyed'aan fasilitas,
kemampuan masyarakat uan as pek keadnan serta untuk penggan ian biaya

.vvi; Ul t

yang meliptti biaya i m\,e%ta& perawatan ? tempat. penguburan,
pembakaran/pengabuan, openas:ona! dan pemellharaan

(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagal benkut

a. Untuk Makam Dewasa Rp Rp 75.000. -
(Pembayaran sebelum pemakaman) ”
b. Untuk Makam Anak-anak Rp Rp 50.000,-
(Fembayaran sebelum pemakaman)
c. Biaya perawatan Makam Dewasa Rp SO_OOO,—/tahun
d. Biaya Perawatan Makan Anak-ana': Rp 20.000,—/tahun
@

Bagian Kelima

RETRIBUSI PELAYANARN PAHK]R DI TEPI JALAN UMUM

Nama, { yeh dan-Subyek Retribusi
Pasat 18

(1) Dengan nama gwmedyus! Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut
retribusi atas Pengganti Biava Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yans
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Obyek Retriniy Felayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 huruf "e” adalah penyediaan gilayanan parkir di
tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai den”an
ketentuan Peraturan perUndang-Undangan.

asal 19 |

Suhyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan

I L
parkir ¢l f.cpﬂ jalan Ymu”

Tingxat penggunagy jasa parkir di tept jalan umum mu.kur berdasarkan jenis

kendaraai dan frekuensi.
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Paragraf 2
Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Ratribusi
Pasz! 21

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan atas tujuan
untuk mengendaiikan permintaan dan penggunaan ates pelayanain dalam
rangka memperlancar lalu-lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya
penyediaan markas dan rambu parkir, biay. transportasi dalam rangka
pembinaan, pengawasan, pengendalian, biaya operasional dan
pemeliharaan.

~~
N
S

Besarnya tarif yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. Sepeda motor . _ Rp 500,-
b. Taxi, Mobil Pribadi, Mopen Umum Rp 1.000,-
c. Bus dan sejenisnya Rp 1.500,-
d. Truk/ Truck Gandeng o Rp 2.000,-
Berlangganan : | o s

a. Sepeda Motor | Rp 30.000 -
b. Taxi, Mopen Umum A Rp 50.000,-
c. Bus dan sejenisnya Rp 80.000,-
c. Mobil pribadi Rp 60.000,-
e. Truk/ Truk Gandeng Rp 140.000,-

Bagian #eenam
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Paragraf 1
NaDa,Oek dan Subyek Retribusi
Pag il 22

(1) Dengan nama retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi bagi orang
pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa fasilitas Pasar
tradisional / sederhana yang dikelola cleh Pemerintah Daerah.

(2) Obyek Retribusi Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasai 4
huruf “f* adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa
pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus
Cisediakan untuk pedagang.

(3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pe'ayanan fasilitas pasar yang dikeiola oleh BUMN, BUMD dan
pihak Swasta.

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa retribusi pasar diukur berdasarkan lokasi, luas,

klasifikasi tempat usaha dan fasilitas.
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Prinsip, Sasaran dan 3esaran Tarif Retribusi
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Parggrat 2

Paga] 24

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pasar adalah untuk menutup

biaya administrasi, perencanaan, kebersihan, keamanan dan pembinaan

jenis usaha dati luas tempat usaha.

(2) Besarnya tarif retribusi paéar dijié‘(apkan :
a. Retribusi Harian ( per m?’

O N O g wWwND

10

12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fkan Mas.

ikan Mujahir.

lkan Sele-sele.

lkan Asin.

lkan Laut Sasah.

ikan Lele.

Ayam, Itik den Angsa.

Babi, Anjing dan Kambing yang beratnya
Lebih dari 9 Kg.

Babi, Anjing dan Kambing yang beratnya
s/d9Kg. '
Lembu dan Kuda. =%
Kerbau.

Pisang Menteh.

Pisang Masak.
Rambutan, Manggis, Langsat, Tornat,
Mangga, Dunan, Jeruk dan Salak.

Jengrol dan Petai.

Kentang.

Kacang Tanah.

Kacang Hijau.

Ubi Jaiar dan Ubt Kayu/Racun.

Kelapa.

Nenas.

Cabai.

Bawang Merah.

Bawang Putih,

Kacang Tanah Kupas.

Kaoéng Kuning.

Sayur-sgyiran.

Beras.

Padi.

Kopi.

Kacang Bogor.

5.000,-/m?
2.500,- /m?
3.000,- /m?
2.000,- /m?
6.000,- /m?
2.500,- /m?

~1.500,- /m?

2.000,- /m?
1.500,- /'m?

7.500,~ /m*
10.000,-/m?
1.000,- /m?
1.000,- /m?
2.000,- /m?

1.500, - Im*
1.500,- /m?
2.000,-/?
1.500,- /m?
1.000,- /m?
1.500,- /'m?
1.500,- /m?*
3.000,- /m*
3.000,- /m?
5.000,- /m?
7.500,- /m?
2.500,- im?
1.000,- 'm?
2.500,- /m?
1.500,- /m?
2.500,- /Im?
2.500,- /m?*



[ .

32
33
34
35
36
37
38

$ 39

40
41
42
43
44
45
46

47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63
64
65
56
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Tebu.

- Tembakau.

Rotan.

Daun Sirih.

Sabuk ljuk. .

Minyak Goreng.

Telor Ayam dan Telor ltik.
Tikar.

Kain Tenun (Uios Batak). -
Bibit kan Mas. '
Batu Putih/Batu Kapur,
Jagung Biji.
Bekatul/Dedak.

Pinus.

Batu Asah.

Kayu Bakar.

Pinang.

Gula Putih.

Gula Merah.

Cengkeh.

) -
Nilam

T

Kemenyan Kuit Olahan.
Kemenyan Julur Pahae.
Kemenyan Abu Olahan.

Kemenygn Olahan Mata Kacang.

Kemenyan Olahan.
Kemenyan Mentah Mata Kasar.
Damar dan Terpentin
Karet Basah Berair.
Karet Kering.

Kapu Laga.

Kemiri Kulit.

Kemiri Kupas.

Teh.

Minyak Sere.

Jahe.

Madu.

Kolang Kaling.

Kulit Manis

Coklat

Batu Kawat

Kaolin

Batu Apung

Kelapa Sawit

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

1.000,- /m?
1.000,- 'm?

3.000,- /m?

1.000,- /'m?

14,000~ /m?

11.000,- /m?

11.000,- /m?

1.000,- /m?
1.000,- /m?

'1.000,- /m?

1.000,- /m?
2.000,- /m?
1.000,- /m?
1.000,- /m?
1.000,- /m?

- 1.000,- /m?

1.000,- /m*
1.000,- 111?
1.000,- /m?
1.500,- 'm?

13.000,- /m?

1.000,- /'m?
2.500,- /Im?
4.000,- /m?
2.500,- /m?
5.00C,- /m?
7.500,- /'m?
1.000,- /m®
1.500,- Iro®
1.000,- /m?*
1.000,- Im?
5.000,- iy’
6.000,- /m*
1.000,- 'm?
2.000,- /m?
1.000,-/m*

12.000,- Im*

1.500,- /m?
1.000,-/m?
2.500,- /'m”
1.000 - 'm®
1.000,- /m*
1.000,- /m?
1.500,-/'m?
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b. Retribusi Mingguan di dalamsFPekan/Luar Pekan tempat terbuka / undung-
undunc : : " o
1 lempatunaqm undung tfatgpjualan kam ukuran 2m X 2m:

~  Untuk Pekan Kelas | dipungut Retnbusmya & Rp 3, 000,-
- Untuk Pekan Keas || dipungut Retnbusmya Rp -2.500,-
- Untuk Pekan Kelas ili dipungut Retribusinya : Rp 2.000,-

2. Terpat undung-undung tetap jualan kelontong dan alat-alat pertanian,
ukuran 2m x 2m:

- Untuk Pekan Kelas | dipungut Retribusinya Rp 2.500,-
— Untuk Pekan Kelas Il dipungut Retribusinya Rp 2.000,-
— Untuk Pekan Kelas Hll dipungut Retribusinya Rp 2.500,-
3. Tempat undung-undung tetap jualan sayur-sayuvr'an, vkuran 2m x 2m:
— Untuk Pekan Kelas | dipungut Retribusinyn Rp 2.000,-
~  Untuk Peken Kelas Il dipungut Retribusinva Rp 1.500, -
—  Untuk Pekan Kelas I dipungtt Retribusinya Rp 1.000 -

(3) Retribusi Bulanan di Delam Fekan/Pinggir Pekan :

1. Balairung Ukuran 2m x 2m :

- Untuk Pekan Kelas | dipungut Retribusinya s R0 9.000-

— Untuk Pekan Kelas Il dipungut Retribusinya Rp 7.500,-

— Uniuk Pexkan Kelas ill dipungut Retribusinya Rp 6.000,-
2. Kios Inpres, satu ruang dfungut Retribusinya Rp 9.000 -
3. Kios pe,r'manen :

- Kios permanen 2 m x 2m Rp 10.000 -

- Kios pepriime HV557,0030 0, Rp 15000 -

- Kios permanen 3 im x 4 Rp 17060 -

- Kios permanen bertingkat . Rp 200090 -

Bagian Ketu;uh

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Paragraf 1

Nama, Obvek dan Subyek Retribusi
Pasal 25
(1) Dengan nama retribtisi Pengujian Kendaraan Bcrmotor dipungut retribusi atas

Pengganti Biaya Pengujan Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan olah
Pemerintah:Daerah. :

(2) Obyek Retribusi Pengujiai- Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf "g” adafaff"pelayanan 'be-ngujian kendaraan bermator,
termasuk kenddraan bermotor dJ ajr, sesuai dengan ketentuan perUndang-
Undangan yang disele nggarakan oJ_Qh Pemz_a_nn’tah Daerah.

(3) et:ap {.,Dmberan jasa pelaydnan pe;?gujuan lkendmraan bermotor yang

meliputi pemei iizsaan spesifikasy kendaraan bermotor, penetapan tanda hukti
lulus uji berkala ygyupa Buiy Ul dan Plat Uji/Plat Samping, administrasi
nengujian atas kendaraan bermotor wajib uji, meliputi Mobil Bus, Mobil
Barang, Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Kendarazan
Khusus dan Kendaraan Umum qua‘-Tiga (Becak Bermotor).



-

Pasal 26

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memanfaatkan
atau menikmati pelayaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa

pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan
jenis kendaraan dan frekuensi.

(1

(2)

(3)

(4}

(2)

(3)

Paragraf 2
Ketentuan Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 28
Jenis Uiji Berkata meliputt pengujian berkala untuk pertama kali dan
pengujian lanjutan secara berkala bagi kendaraan wajib uji.

Jenis kendaraan yang diwajiblkan uji berkala meliputi Mobil Bus, Mobil
Barang, Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta® Tempelan,
Kendaraan Khusus dan Kenda;aan Roda Tiga (Becak Bermotor).

Untuk melaksanakan pengujian tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh

Dinas: Perhubungan N,
,‘vfg,-‘.;i'

Masa berkala uji paling lama 6 (enam) bulan

Pasal 29

Prosedur, tata cara dan persyaratan pengujian berkala kendaraan

. bermotor selanjutnya diatur melalui Peraturan Bupati.

Pemeriksaan dan pelaksanaan:pengujian kendaraan bermotor dilakukan

oleh tenaga penguji yang memilikitanda kualifikasi penguji sesuai dengan

ketentuan peraturan Perundang-undangan yzng berlaku.

raragraf 3
Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retnbus:
Pasal 30 B
Prinsip dan sasaran penetapan atrif retribusi pengujian kendaraan
bermotor didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama
dengan biaya penyediaan jasa pengujiait kendaraan bermotor.

Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji berkala
kendaraan bermotor, dipungut retribusi pengujian.
Besarnya retribusi pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapt.an
sebagai berikut :
a. Mobil Bus dan Mobil Barang 4 (empat) Roda -

- Administrasti ...../22,-
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Administrasi

!

Rp 6.000,-

- Jasa Uji Rp 11.000,-
~ Pembuatan dan pemasangan tanda saniping,

tanda uji, baut, kawat dan %egel Rp  6.000,-
- Buku Uji ; Pp: 7.000,-
Mobil Bus dan Mobil Barang 6 (enam) Roda :
- Administrasi Rp 6.000,-
- Jasa Uji o K Rp 18.000 -
- Pembuatan dan pemasangan tdnda sa. npmg, ,'_'

tenda uil, baut, kawat dan segel rp 6.000,-
- Buku Uji Rp 7.000,-
Mobil Barang 8 (delapan) Roda : '
— Administrasi Rp 6.000,-

- Jasa UJ! o
- Pembuatan dan oemasangan tanda samping,

Rp 25.000,-

tanda uji, baut, kawat dan segel Rp  6.500.-
~ Buku Uji Rp 7.000,-
Mobil Penumpang Umum dan Takei .
- Administrasi ' Rp 6.000,-
-~ Jasa Uji : - Rp 11.000,-
~ Pembuatan dan pemats?ﬁgan tanda samping,

tanda uji, baut, kawat dan segel Rp 6.000, -
- Buku Uji Rp 7.000.-
Kereta Gandeng dan Kerata Tempelan :
- Administrasi Rp 6.600,-
- Jasa Uji Rp 11.000,-
- Pembyatan dan pemasangan tanda samping,

tanda uji, baut, kawat dan segel Rp  6.000-
— Buku Uji Rp 7.000
Kendaraan Umum Roda Tlga / Becak Bermotor : |
— Administrasi Ro  6.000.-
—- Jasa Uji Rp  3.500.-
- Pembuatan dan pemasangan tanda qamp:ng,

tanda uji, baut, kawat dar segel Rp 6.000.-
~ Buku Uji Rp 7.000,
Kendaraan Kiiusts .
- Administrasi Rp 6.000,-
- Jasa Uji Rp 16.000, -
- Pembuatan dan pﬂmdgangan tanda samping, .

tanda uji, baut, kawat dan segel - Rp 6.000,-
- Buku Uji Rp 7.000,-

Kendaraan Khusus dengan larak sunbu 3 (tiga) ateu lebih, tarif

retribusi pengujian disamakan dengan tarif huruf "g",  ditsmbah
Rp 20.000Q,-/30 cm.
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Besaran Tarsff“ienumpanq Uji Berkala

Pasal 31 N
Setiap kendaraan wajib uji yang menumpang uji keluar wilayah daerah

wajib mendapat surat rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi
Perhubungan dari daerah asal.

Prosedur, tata cara dan syarat-syarat untuk mendapaikan Surat Penentuan
Jenis Kendaraan (SPJK) / Surat Penentuan Sifat Kendaraan (SPSK) serta
Surat Rekomendasi menumpang uji Keluar wilayal', ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas.

Atas pemberian pelayanan sebagaimana d}maksud pada ayat (1) dan (2)
dikenakan biaya sebecar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Setiap kendaraan wajib uji yang menumpang uji dari wilayah/daerah lain,
wajib melampirkan Surat Rekomendasi Kebala Dinas yang membidangi

 Perhubungan dari daerah asal dan dikenakan biaya tambahan sebesar

Rp 20.000,- (dua puluh ribu ruplah) disamping tarn‘ retrlbus1 sebagaimana
dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatas, disetor ke Kas
Daerah. »";éf"’ r
Paragraf 5
Ketentuan Denda
Pasal 32
Bagi pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang terlambat untuk menguji
kendaraannya dikenakan deﬁda keteriambatan.

Besarnya denda kcterlambatan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
diatas, adalah sebagai berikut :

Terlambat 1 (satu) bulan, dikenakan denaa 25 % dari Jasa Uji ;
Terlambat 1 s/d 2 bulan, diken'akan denc}a’50 % dari Jasa Uji ;
Terlambat 3 (tiga) bulan, dikenakan denda 75 % darijasa Uji ;
Terlambat 3 s/d 4 bulan, dikenakan denda 100 % dari Jasa Uji ;
Terlambat 5 (lima) bulan, dikenakan denda 120 % dari Jasa Uji ;
Terlambat 5 s/d 6 bulaﬁ, dikenakan denda 200 % dari Jasa Uji ;

Keterlambatan lebih dari 6 (enam) bulan untuk setiap 6 (enam) bulan
dalam 1 (satu) tahun dikenakan denda setinggi-tingginya Rp 60.C00,-
(enam puluh ribu rupiah) ;

8. Keterlambatan diatas 1 (satu) tahun, dikenakan denda setinggi-
tingginya Rp 150.000,- (ceratus lima puluh ribu rupiah).

N o oA W

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke Kas Daerah.
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RETRIBUSI PEMERKRAALN N ALAT PEMADAM KLBAKARAN
Paragraf 1. :
Ndama Shyy sk Sub yek Retribusi
Pasal 33

(1) Dengan nama ietribust Pemeriksaan Pemeriksaan  Alat  Pemadam
Kebakaran dipungut retriihusi atas Pengganti' Biaya Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran yang disel‘equ{garakan Qleh Pemerintah Daerah.

(2) Obyek Retribusi Pameriksaan ‘Alat Pemadam Kebakaran sebagéimana
dimaksud pada Pasai 4 huruf "h” adelah pelayanan pemeriksaan dan/atau
p2ngujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan
alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat
pemadam kebalkaran, alat penanggulangan - kebakaran dan alat-alat
penyelamatan jiwa yang dimilixi dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

rasal 34
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau padan yang memanfaatkan
peeyanan perneriksaan dan/atau  pengujian alat pemadam kepakaran,
penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yand dimiliki dan/atau
dipergunakan oleh masyarakat.

il

Pasal 35
Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat’ nemadam kebakaran diukur
berdasarkan jenis alat, ukuian 2lat dan frekuensi.

Paragraf 1

Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Ret*ibusi
Pasal 36

“(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan becarnya tarif retribusi

pemeriksaan alat pemadam kebakaran didasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian awau sama dengan biaya penyediaan peralatan,
pemeriksaan/vengece'an, pengisian dan penyediaan racun api, segel,
transportasi dalarn rangka pengawasan dan pengendalian sertz biaya
operasional dan pemeliharaan.

(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A. Retribusi pemeriksaan/pengujian alat pemadam api, kebakaran, untuk
konsumen - dan pemilik aiat pemadam kebakaran setiap tabun
ditetapkan sebagai berikut

1. Alat pemadam kebakeran yang berisi busa super busa dan
sejenisnya :

a. Sampai dengan 25 liter sebesar Rp 2.000,-
b. Lebih dari 25 liter s/d 50 liter sebesar Rp 2.500,-
c. Lebih dari 50 iiter s/d 150 liter sebesar ‘ Rp 3.000,-
d. Lebih dari 150 liter sebesar ' Rp 4.000 -
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2. Alat pemadam kebakaran yang beru gas dan sejenisnya .

a. Sampai dengan®' ;\u sebesar o Rp 3.000,-
b. Lebih dari 6 irg s/d 20 kg sebesar - Rp 4.000,-
c. Lebih dar 20 kg s/d 150 kg sebesar Rp 5.000,-
d. Lebih dari 120 kg sebesar “R‘p 6.0090,-

B. Pemanfaatan Niobit Fompa :
1. Bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial kepada swasta
selama 24 jam atau kurang sebesar Rp 25.0CN,- (dua puluh lima
ribu rupiah).

2. Bantuen penjagaan yang bersifat non komersial kepada swasta dan
instanzi pemerintan dilvar Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
selama 24 jam ctan kurang setiap unit sebesar Rp 15.000,- (lima
belas ribu rupiah).

3. Bantuan pemorapaan selama berlangsungnya bantuan penjagaan

tersebut pada angka.1 dan 2 diatas, termasuk penggantian harga
bahan bakar selama berlangsungnya pemompaan sebesar
Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). :

4. Bantuan khusus permompaan tanpa bantuan p njaga termasuk
penggantldn bahan bakar selama berlangsungnya pemompaan
sebesar Ry 15.000C,.4limra belas ribu rupiah).

5. Selain pemur wﬁan tersebut pada angka 1, 2, 3 dan 4 diatas,
dikenakan pungutan uang kilometer untuk setiap unit dihitung dar
pemberangkatan moebil unit pemadam kebakaran sampai tempat
yang dituju untuk jarak pulang pergi scbesar Rp 500,- (lima ratus -
rupiah) per kilometer.

C. Retribusi penelitan rencana dan pengawasan akhir pemasangan
hydrani kebakaran sistem pemancar air sprinkle/drencer dan alarm

sebesar ;.
1. Hydrant dan House Real sebesar Rp 1.500,- (seribu hmu raus

rupiah).
2. Alarm Otomatis
a S‘amgd dengan 10.000 m? Rp 15,-/m?
b. Lebih dari 10.000 m” Rp 10,-/m°
3. S[ lingker Otomatis :
a. Sampaidengan 10.000 m? Rp 20,- / m?
b. Lehih dari 10.060 m” s/d 40. 000 m”? Rp 15,/ m*
c. Lebih gari 40, 600 m° Rp 10,/ 1’
D. Pemeriksaan persyaratan  pencegahan bahaya kebakaran pa a
peiaksanaaﬁ pekerjaan bangunan :
1. Sampai dengan 10.000 m=2 Rp. 10.-/m?2
2. Lebin dari 10.00G m2 s/d 40.000 m= Rp. 8.-/mn?

3. Lebih dari 40.000 1n2 Rp. 8.-/m?
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o2t Kesembilan
RETRIBUS! PERNGGLATIAN BIAYA CETAK PETA
Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pasal 37

(1) Dengan nama retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta. dipungut retiibuai atas

Pengganti Biaya Cetak Peta yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pade

Pasal 4 huruf " adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintal

Daerah meliputi :

a. Peta Kabupaten ;

b. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupeten dan Peta sejenis lainnya; -

c. Peta Kecamatan.

Pasal 38
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau bodan yong mendapatkun jasa
pelayanan cetak peta dari Pemerintah Daerah.

Pasal 39
e

Tingkat penggunaan jasa Penggantian Biaya Cetak Peta berdasarkan jumlah,
ukuran dan jenis peta. o ' '
Par%:f 2
Prinsip, Saran dan Besaran Tarif Retribusi
 Pasal 40 :
(1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
penggantian biaya cetak peta adalah bertujuan untuk mengganti biaya

administrasi, biaya cetak peta dan pembinaan serta pengawasan.

& ~"(2) Prinsip dalam penetapan tarif penggantian biaya celak peta didasarkan
pada kebijakan Pemerintah . Daerah dengan memperhatikan biaya
nenyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek

keadilan dan komponen biaya retribusi.

(3) Besarnya tarif retribusi Penggantian biaya Cetak Peta, ditetapkan sebagai

berikut :
NO. JENIS  |——- " BENTUK
[~ DIGITAL CETAK / LEMBAR
| : _ (Ukuran)
’ ]
| L Al A2 A3
1 Peta foto Rp. 950.000,—‘ﬂ Rn-450.000,- - | Rp. 225.000,- Rp. 45.000,-
2 Peta dasar Rp. 750.000,~ |-Rp. 450.000,- 'LRp. 225.000,- | Rp. 45.000,-
2 Pe(a temalik Rp. 550.000,- Rp. 450.000, 1 Rp. 225.000,- Rp. 45.000.-
4 Peta teknik Rp. 550.000,- .| Rp. 450.000,- Rp. 225.000,- Rp. 45.000,-

s .
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'RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS
o Parag.af -1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi -
Pasal 41 o

(1) Dengan nama retribusi Penyedotan Kakus dipungut retribusi bégi orang
pribadi atau badan yang menerima pelayanan penvediaan dan/atau

penyedotan Kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Obyek Retribusi Penysuotan Kakus adalah sebagaimaiia dimaksud dalam
Pasal 4 huruf )" adalah setiap pelayanan yang disediakan dan/atau
penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui
penyedotan tinja dari Septik Tank. ‘

Pasai42'

Subyek Retribusi adalah creng pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan
penyedotan Kakus/Jamban/Septik Tank.

p 'asal 43
Tingkat penggunaan jasa Penyediaan d_an/atau Pe’ri-yedotan Kakus

berdasarkan jenis bangunan dan volume.

P

Paragraf 2
Prinsip dan Besaran Tarif Re“ribusi
' Pasal 44
(1) Prinsip Penetapan tarif retribusi penyedotan kakus adalah untuk
mengganti  biaya administras.i pengurusan perawatan mesin dan
pembuangan tinja ke tempat yang telah ditentukan.

. (2) Besarnya tarif retribusi untuk’ setiap penvedotan/penghisapan tinja

ditetapkan sebagai berikut : _

a. Un'uk bangunan tempat tinggai Rumah Rp  75.000,-/tangki
Tangga Rumah Toko/Kedai, Rumah Makan
dan Tempat Dagang |

b. Kantor Pemerintah/Swasta J Rp 100.000,-/tangki

c. Hotel/Penginapan (Mess), Bioskop, Gudang, Rp  150.000,-/tangki
Rastoran, Paggr ¢zin Terminal

d. Bangunan lain yang berfungsi sosial, Rp 50.000,-/tangki
Sekolah, Rumah Sakit

Bagian Kesebelas
RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Fasal 4%
(1) Dengan nama reu—i'q;;i Pcr‘.%golahan Limbah Cair dipungut retribusi atas
Pengganti Biaya Pengolahan Limbah Cair yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah.

e em . . P
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© (2) Obvyex Relribusi Pengolahan lebah Cair sebagaimana dimaksud pada

Pasal 4 huruf "k” adalab pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga,
perkantoran dan industri,-'yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola
secara Kkhusus oleh Pemerintah 'Daerah “‘dalam bentuk instalasi
pengolahan limbah cair. '

(3) Tidak termasuk obyek retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang

~ dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah, Perusahaan Daerah dan pihak

Swasta, dan pembuangan hmbah cair yang memenuhi baku mutu ke
drainase, sungai dan tanah. ‘

Pasal 46
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai / menggunakan
fasilitas pengolahan limbah cair. v

Pasal 47
Tingkat penggunaan jasa Pengolahan Limbah Cair berdasarkan lokasi dan
waktu. "
Pdragraf 2
Prmsnp, Sasaran dan Bev}aran Tarif Retnbusn
Pa\)d, 48

(1) Prinsip dan sasaran penetapan strukiur dan besarnya tarit retribusi
pengolahan limbah cair didasarkan pada tujuan untuk memperoleh
kKeuntungan vang {ayak' sebagai pengganti biaya administrasi,
pengangkutan, penyolahan, pengawasan dan pembinaan.

(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Limbah cair pertokoan / perkantoran Rp  2.000,-/bulan
b. Limbah cair indust:i

- Kecll Rp 10.000,-/bulan

- Menengah Rp 25.000,-/bulan

- Besar Rp 50.000,-/bulan
¢. Limbah cair rumah tangga _ Rp 1.000,-/bulan

- Paragraf 3
: Pemeriksaan
Pasal 49

(1) Setiap hmbah cair yang dlbuang harus dlperlksa lebih dahulu olen
Petugas Ahli. : -

(2) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimanal dimaksud pada ayat (1)
tersebut dapat mengakibatkan/menimbulkan kerusakan lingkungan hidup,
maka Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ranian Kadiiaheplaa D0 _
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Bagian Keduabelas

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKAS!

(1)
(2)

)

(1)
(2)

(3)

(3)

Paragraf 1

Perijinan Peigp . jeb s -enara Teiekomunikasi

Pasal 60
Pembangunan Menara Telekomunikesi harus memiiiki [jin Mendirikar

Bangunan Menara dari Bupati atau Pejabat ‘-ang ditunjuk oleh Bupati.

Pemberian ljin Mendirikan Bangunan Menara wejib memperhatikar
ketentuan tentang tata ruang wilayah. |

Pemberian ljin Mendirikan Menara dilaksanakan melalui pelayanar
perijinan terpadu.

Pasagraf 2 ‘
Pembangunan Menara
Pasal 51

Menara disediakan oleh penyedia menara.

Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
a. Penyelenggara Telekomunikasi; atau

b. Bukan Penyelenggara Telekomunikasi. =

Pembangunan menara oleh penyedia menara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), di!akganakaﬂ”ﬁ‘ﬁbh penyedia jasa konstrulksi.

a. Lokasi pembangunan menara Wajib menglkutl tata ruang wilayah
Kaoupaten Tapanuli Utara ;

o. Struktur bangunan menara wajib mengacu kepada SNI untik menjamin
keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan
faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi
menara. |

Pasual 52 _
Menara vang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan
identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
yang berlaku.

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

a. Pentanahan (grounding) ,

b. Penangkal petir;

c. Catudaya; :

d. Lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light) ;

e. Marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking).
I[dentitas hulium terhadap Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) antara lain :

a. Nama pemilik Menara Telekomunikasi ;

b. Lokasi Menara Telekomunikasi ;



" s 8 i A bt e 2k

(1)

(2)

(2)

3)

(4)

(1)

- 30«
Tinagi Menara Telckomunikasi ;.-
Tahun pemuuaianzgo wgan Menara T elekomunmasn

¢. Kontraktor Menara Telekomunikasi jiyi Jobiiu

f, Boban maksimum Menara WbiekomumkaSl T

‘~1“N”ﬁ“‘ anamEntens
Penyedla atdu pengeioia menara bertangguﬂg JaWab erenuhnya atas
segala kerug an yang timbul akibat pembangunan menara.

PPasal 53
Pemerintah Daerah menetapkan zona larangan bagl pembangunan
menara yang diatur daiam tata ruang wilayah.
Zona larangan untuk pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layan-n
telekomunikasi pada zona tersebut, '

Paragraf 3

Tata Cara Perijinan Pembangunan Menara
Pasal 54
Permohonan ijin Mendirikan Bangunan Menara d:ajukan oleh penyedia

menara secg, 4 57 ulis Kepaua Bupati.

Permohonan fjin Mendirikag-®angunan Menara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melampirkan persyaratan / dokumen sebagai berikut :

a. Status pemilikan atas tarah dan bangunan (Surat Perjanjian Kontrak)

b.Rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa, Camat dan instansi Terkait
untuk kawasan, sifat dan peruntukannya ;

c.Akte pendirian perusahaan beserta perubahannva yang telah disankan
oleh Departemen Hukum dan HAM

d.Desain dan peta lokasi bangunan menara ;

e.ljin Gangguan.

ljin Mendirikan Bangunarn Menara dapat diberikan setelah jumlah retribusi
yang ditetépkan untuk itu dilunasi.

jin Mendirikan Bangunan Menara diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 85 - _ ‘ ‘
Penyelenggara telekomunikasi dapat menemr patkan antena :

a. Diatas bangunan gedung,‘dehgan ketentua_n' :

- Ketinggian sampai des:gé'n 10 A(se'ph‘luh‘) meter dari permukaan
atap bangunan gedung ,
- T:dak melampaui kenngglan maksnmum selubung ‘bangunan

gedung yang dijjinkan.



(1)

@

(3)

-3y -
- Konstruisi bangunan gedung mampu mendukung beban antena;
dan/atau. S

b. Dapat melekat pada bangunan lainnye sépérti papan reklame, tiang
lampu - penerangan jalan dan sebagainya, sepanlang konstruksi
bangunannya mampu mendukung beban antena.

n_n

Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a” dan
huruf "b” tidak memerlukan ijin mendirikan bangunan menara.

Pasal 56 _
Setiap penaoperasnan menaré; '; télekorﬁunikas_i’ ;Najib memiliki  ijin
operasional menara telekomunikasi
ijin- Operasional Menara Telekomunikasi dikeluarkan oleh Instansi Tehnis
Terkait atasnama Bupati dengan cara- mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Bupati. ' '
jin Operaéional Menara Telekomunikasi bérlaku- selama 5 (lima) tahun dan

dapat dipe.rpanj;'m-qd1 untuk masa 5 (‘Iima) tahun setelah dilakukan penilaian
@

dan evaluasi secara teknis oleh Tlm

(4)

Permohonan ijin oebagalmana dxmaksud pada ayat (2), untuk setiap
menara dilampiri persyardfam sebagai berikut .

a. Su-at kuasa dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain ;

b. Bukti kepemilikan tanah/surat berjanjilan/kontrak antara pemilix tanah
dengan perusahaan ;

c. Surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga
masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan cleh
keberadaan menara telekomunikasi yanq dibangun dan dioperasikan ;

d. Surut pernyataan kesanggdban' membayar Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) atasnarna perusahaan sesuai dengan'ketetapan kantor pajak ;

e. Fotokopi. IMB menara:

f. Gambar teknis, meliputi peta situasi lokasi, site plan, denah bangunan
1 100, s@grﬂpék/potongan/rencana pondasi 1 : 100, perhitungan
struktur/konstruksi, titik koordinat dan grounding (penangkal petir) ;

. Bukti lunas PBB tahun terakhir atasnama perusahaan/penyelenggara |

o (u

. Bukti lunas Retribusi tahun terakhir ;

Paragraf 4
Nama, Obyek dan Subyeck Reftribusi
Pasal 57
Dengan nama retribusi F 2ngendalian Menara Telekomunikasi dipungut
retribusi atas Biaya Pengendalian Merara Telekomunikasi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
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(?) Obyck Retribusi Pengenda'lia“h ‘Menara Telekomunikasi sebagaimana

dimaksud pada Pasal 4 huruf "I” adalah pemanfaatan ruang untuk menara

. telekomunikasi dengan memperhahkan aspek tata ruang, keamanan, dan
kepentlngan umum. h

- Pasal 58

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai /
menggunakan fasilitas Fengendalian Menara Telekomunikasi.

Tirngkat penggunaan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur
berdasarkan atas pelavanan pengendalian, pengawasan dan pemberian 1sa
keamanan.
FParagraf 4
Prinsip, Sas~ran dan Besaran Tarif Retribusi
Pasal 60
(1) Prinsip penerapan tarif retribusi menara telekomunikasi adalah untuk
'~ mengganti biaya administrasi, pembinaan, monitoring dan evaiuasi,
pengawasan operasional menara. a.

(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pengendalian menara
telekomunikasi di ddqarkanjpada tujuan untuk menutup sebagian atau
sama dengan biaya penyea(aan Jasa pengendalian menara telekomunikasi
dan bhiaya pengawasan.

(3) Besarnya retribusi liin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi
disesuaikan dengan tarif retribusi pengurusan Retribusi liin Mendirikan
Bangunan (IMB) sebagaimana pasal 125 Peraturan Daerah ini.

(4) Besarnya retribusi Operasional Menara Te'ekomunikasi yang ditetapkan
2% (dua persen) dari Nilai Jual Obyek Pajak yang digunakan sebagai
dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi,
yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan
pengendalian menara telekomunikasi.

BUKU il
RETRIBUS! JASA USAHA
Fasal 61
Obyek Retribué:’r Jasa Usaha adalah pe.ayanan yang disediakan Pemerintah
Daerah dengan .menganut prm3|p_ kpmersial yang m"eliputi :
a. Pelayanan dengan rnenggunalzé!n/memanfaatkan kekayaan daerah yang
: belum dimanfaatkan secara op’umal dan/atau o

b. Pelaywnan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum dloedlakan secara

memadai oleh pihak swasta. 3} : BTV |
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Pasal 62

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah ;

o« Tt o0 a o T o

(1)

(3)

.Retribusi Pemiainan Kekayaan Daerah
.Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ;
. Retribusi Terminal ;

.Retribusi Tempat Khusus Parkir ;

.Retribusi Tempat Penginapan (Mess) / Mess

Retribusi Rumah Potong Hewan';-

.Retribusi Pelayanan Kepelabuhan ;
.Retribusi Tempat Retreasi dan Olah Raga ;

Retribusi Penyebarangan di Air;
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bag:an Pertama
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Paraqraf 1
Nama Obyek dan Subyek RetrlbLSI & La
asal 63 ' RiB

Dengan nama retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi
atas Pemakaian Kﬁkayaan Daerah yang ‘diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah.

Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 huruf "a” adalah pemakaian kekayaan daerah yang terdiri
dari:

a. Tanah pemasangan kabel dan pipa saluran air limbah/Reinasz

b. Tanah pemasangan papan reklams ; '

c. Tanah pemasangzn kain rentang/spanduk

d.Tanah pembuatan jalan ke Perusahaan atau Industri ;

e. Tanah pembuatan jalan ke pompa bensin ;

f. Pemakaian tanah untuk mendirikan .warung, depot dan bangunan
permanen/tidak permanen ; ‘

g.Pemakaian tanah untuk pertanian ;

h.Pemakaian gedung ; '

i. Pemakaian gedung rumah dinas

j. Pemakaian kendaraanlalét-alat berat milik daerah ;

k. Pemakaian mobil Ambulance ;

I. Pemakaian Sound Syslem dan peralatan lainnya.

Tidak termasuk Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah
a. Penggunaan Tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut |
b. Pemakaian Kekayaan Daerah yang sifatnya Pelayanan Sosial dan

Bencana Alam.
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i# .”gi‘ Pasaiﬁd

Subyek Retribusi adaah o:ano’ pribadi atut badan yvang memperoleh,
memanfeatkan gz junakan Kekayaan Deerah yang diukur berdasarkan
Jenis Kekayaan Daerah dan Jangka Waktu pemakaian Kekayaan Daerah,

Pasal €5
Tingkat penggunaan retribusi jaﬁé \}EPemakaian’”Kekayaan Daerah diukur
berdasarkan jenis, jumlait dan jangka waktis penggunaan.

Paragraf 2
Prins 1;3 Srultany den Fesaran Tarif Rotribusi

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi

pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh
keuntungan vyang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima
oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi
pada harga pasar.

(2) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaa% yang digunakan

dan jangka waktu pemeakaizn.

e e i . e
(3) Besarnya tarif ditetapkan b&rdasarkan tarif pasar yang terlaku di Wilayah

Daerah atau sekitarnya.

(4) Dalam hal ini tarif pasar yang berlaku sulit dicemukan/dipe,soleh, maka tarif

ditetapkan sebagai jumiah pembayaran pe. satuan unit pelayanan/jasa
yang merupakan jumiah unsur-unsur tarif yang meliputi .

a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa.
b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jase.

(5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf "a”, meliputi .

—~

(&)
S

a. Biaya operasicnal langsung yang melipui biaya belanja pegawai tidak
tetap, belanja barang,. belanja pemeliharaan, sewa fanah dan
bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang
berkaitan langsung dengan penyediaan jasa ;

b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya
lainnya yang mendukung penyediaan jasa ;

C. Biayammodal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan
aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi
angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan
penyusutan aset ; :

d. Biaya-biaya lainnya yang. berhubungan dengan penyediaan jasa
seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

Keuntungan sebagaimana d:mqksud pada avat (4) huruf "p", ditetapkan

dalam persentase tertentu dari total biaya sebaganmana dimaksud pada

ayat (9), dan dari modat.
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(7) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana olmaksud pada ayat (1), (2) dan
(3) dltetapkan sebaga| ber'kut 14 :

a.Tanah pemaoangan reKIame Bllbord/Bahho Rp 25. 000,-/tahun/meter

bertangan reklame
b.Tanah pembuat

/tahun/meter panjang.

n jalan ke _perusahaan atau ir‘.dustri,

“Rp 3.000,-

}

c. Tanah pembuatan jalan ke pompa bensin, Rp 3.000, /tahun/m?.
d Tanah pemasangan kabea dan plpa saluran air
Rp 1, 000 -im. ’

limbah/Reinase,

ePemakalan tanah untuk mendmkan warung, depot dan bangunan
permanen/tidak permanen :

2 Kelas I dalam PEKAN e Rp 3'0001_/”]2
e Kelas ] Idauam PEKAN  “yiggissrase i o Rp 5.500,-/m2
~ Kelas Il luar pekan s g e Rp 2.700,-/m2
Ad Kelas || luar pekan ,. ................. '«f ........................... Rp 4_500,_/m2 |
2 _ K o aS N d kb oekan ff .......................... Rp 2.500,-/m?
Kelas [ Iuar pekan &, b Rp 3.500, Jm?2

f Pemakalan tanah untuk pertanian, Rp 100 -/tahun/mf,bagl petani dan
4 Rp-1.000, -/tahun/m bag: usaha (Agro) dn bldang pertanian

1 _ .
- a. Ruang dalam bagian atas " -~ Rp. 650.000/hari
2. Gedung Serbaguna : fry
a. Acara adat Rp. 650.000/hari
b. Pemerintahan Rp. 450.000/hari
c. Orpol/Ormas Rp. 450.000/hari
d. Keagamaan Rp. 400.000/hari
e. Olahraga Rp. 400.000/h -ri
f.  Hiburan Rp. 700.000/hari
3. Gedung Nasional Y
a. Acara adat Rp. 550.000/hari
b. Pemerintahan Rp. 450.000/hari
c. Orpol/Ormas " Rp. 400.000/hari
d. Keagamaan Rp. 350.000/hari
e. Olah Raga Rp. 350.000/hari
f.  Hiburan , Rp. 650.000/hari
4. Balai Data JIn. Sis mgamangaraja
a. Pemerintahan Rp. 400.000/nhari
b. Orpol/Ormas Rp. 400.000/hari
c. Keagamaan Rp. 350.000/hari
d. Olah raga Ringan (Catur dli) - Rp. 400.000/hari
e. Hiburan Rp 450.000/hari
5. Balai Data Atas — JI. Letjend Suprapto :
(Khusus Masyarakat dan Lembaga) Rp. 400.000/hari

Untuk pemakaianége‘?!ung :, -

. Sopo Partungkoan :
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a6, LapanganStadton £
' é Keplerluan yang. beratfat sos1al / rnnal

(stang/malam) Rp | 1.000.000¢hari

b. Keperluan yang - be.sn‘atf komersn e
pertumukan / hlburan (s'ang/malam) i~ Rp, 2 OOO .000/hari
: 7, l(apangan Gantole di Kecamatan Muara ‘;-::‘.Rp.' » aOO 000/hari

% 8 Lapangaﬂ Termmalw\ﬂadya Tarutmg
" a. Keperluan yang be rsn‘at sgsial /.amal
! (alang/malam) ; . o BRp * 1.000.000/hari
N c. Keperluan yang “bersifat komersil /-
pertun ukan / hiburan (snang/malam) B . “Rp:. 2 24000.000/hari

: h. Peralatan lainnya : L avena A
’ i Teratak . . i) Rp.  200.000/set/hari
2. Sound- System lengkap (10,000 -s/c 20:000 (Rp. 600.000/hari
{ 2 watt) . :
' : 2. Sound System (> 20. 000 watt)"‘ Bp. 1.000.000/hari
‘ e
A Peralatan,Keyboard ; Rp. - 500 000/hari
: .5 Band dan Sound Systern . " Rp. 3.500.000/hari
6. Pengeras suara biasa - '  il .' ‘Ro. 200.000/hari
1 7 yKursi lipat © Rp.  2.000/buah/hari
| 8. Kursi plastik Rp.  .000/buahthaii
| 9 Kursi Cytos ‘ 5 ll-Rp . 3.000buahihari
" 110. Kursi Tamu + Meja Rp. 100.000/s8t
. 11. Meja Rapat T - Rp  25.000/bushthari
‘. - 12. Meja Bundar Biasa | o : Rp 15.000/buah/hari
i 13. Meja Bundar Besar ., Bk | 2‘; 25.000/buatihari
14. Pentas Kecil W e B Rp 2.000.000/hari
15. Pentas Besar il Rp. 3.000.000/har
16. Pentas Mini - - f yek Retibusl s py 300.000/har]
7. Genset 3,000 s/d § ooo wait ¢ e 500.000/ ari
} g Genset’s 000 s/d 15.000 wait Ak “iosh R . 1.500.000/nar
Eik 19. Genset 20.000 watt keatas i u Sta g r FFRp: 2.000.000/hari
B -2.6. |Panggun9 knock down . ,.i,il'.___,j,..ajsv,‘,?._j”Rp, 10.000.000/hari
Z | 21 Sepeda Alr Rp 3.000/jam
|
i i. Bus Pemda ..... /37 -
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i. Bus Pemda: ‘ ;
- Pemerintahan. | Rp. “400.000/hari
- - Kemasyarakatan ot EOE e R, 5000001 ari
- [Orpol/Ormas _ ! i bR =-4,d0r-;',00'07hari

- ikeagamaan Rp 300.000hari

j. Pemakaian-Alat-alat berat :
a. Mesin Gilas : BT s e :
¢ -2 sld5ton. It L RO, 100.000/hari

-6 s/d 10 ton ' Rp. 200.000/hari

b. Excavator (Pemakaian minimal 2 jam dan
maksimal 8 jam/hari) Rp. 750.000/hari

c. Mobil Truk T ORADQO (Pemakaian minimal . 2
jam dan maksimal 8 jam/hari) Rp. 750.000/haii

d. Becho Loader (Pemakaian minimal’ Z‘Jam dan
- maksimal 8 jamhari) Rp.  500.000/Maii
e. Greider (Pemakaian mifnimafl 2 jam dan '
maksimal 8 jam/hari SRR REEE Rp. .500.000/hari

k Kapal MotorAxr Pemda di Kec Muara AN ‘

- Pemerintahan " Rp. # 400.000/hari
- Kemasyarakatan adta Rp. 500.000/hari
- Orpol/Ormas g oL TR R Ry 400.000/hari
- Keagamaan e Rp 300.000/hari

lT:aktor _ AR S I P RO ]
- Biaya Pengolahan petama G _Rp. 457.700/Ha
- Biaya Pengolahankedua . .~ Rp. 508.600/Ha
" - Biaya Pengolahan ketiga AR g 538.700/Ha
- Pengolahan Lanjutan ( seiesai Panen) ‘ ‘ ~ Rp. 508.600/Ha
7% m_ Dump Truck 3-4 m® (Pemakaian minimal 2 jam  Rp.’ 200.000/hari

dan maxsimal 8 jam/hari)

Bagian Kedua
RETRIBUSI PASAP GROSJR DAN/ATAU PERTOKOAN
' Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
~ Pasal 67 ‘
(1) Dengan nama retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan dipungut
retribusi atas Pengganti Biaya Pasar Grosir dan / atau Pertokoan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Obyek  Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana

~ dimaksud dalam pasal 62 huruf "b”" adalah penyediaan fasilitas Grosir

barbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan,
yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
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b. Sewa Lahan K|0$/Fer<0/L®ke’c
c. Fasllltas Lamnya ' |
1. Jasa pelayanan Penumpang Anﬁgkufa'n Umum :
2. Jasa pelayanan Kamar » '
3. Jasa pelayanan Pencucian, Mobil Aok
(4) Dikecualikan dari Obyek Retﬁi.bﬂSi‘Tenminal:seba_gaimaha dimaksud pada

ayat (1) adaiah terminal yang disediakan, Jimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerititah, BUMN, BUMD.

Pasal 72
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau :badan yang mendapatkan jasa

- peloyanan terminal.

N

Fasai 73
Tingcat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan frekuensi, jenis

kendaraan dan jangka waktu penggunaan terminal.
i 8

Paragraf 2
Prinsip, Sasaran dan Besaran Terif Retribusi
Pasgﬁz;

(1) F’rmsnp dan sasaran penetapan tdnf Retrnbusx didasarkan pada tujuan untuk

memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan
minitoring dan pengawasan cperasional serta 'pemb'inaah

(2) Besarnya tarif Refribusi untuk jenis Jasa pelayanan di dalam Terminal
dztetapkan sebagaij berikut : i :
a. Tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum dzan Bis Umum :

1. Bus AKAP kelas Executive , Pp 2.000,-
2. Bus AKAP kelas Ekonomi; 1o i Rp 1.500,-
3. Bus Antar Kota Dalam Provmsn (r==mrmmzamemm—r R0 1,000,-
4. Non Bus Antar Kota .. b e . Rp 2.000,-
.5, Mopen/angkot ) T R — - Rp 2.000,-
b’: Sewa Laﬁan Klos/Ruko/Loket : o
‘0 - Sewa Lahan Kios ; , : _ L Rp 5.000.- /nari
2 'Restoran , i e RP’ 7.500,- /hari
"SSewa Lahan Ruko . _ 'Rp 10.000,- /har
.- Sewa Loket/Ruangan ' il il sieiietieeeiis Rp- 40.000,- /hari
. Fasilitas Lainnya : e :
1, Jasa pelayanan Kamar_Mand‘if“ : Rp 1.000,-
2. Jasa pelayanan Pencucian Mobil - = ~ememememeee R 8.000,-
‘ Bagian Keempat ...../40,-
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Pasal 68
Suoyek  Retribusi  adalah . orang pribadi -atau badan yang
menhiggunakan/memaniaad:an fasilitas pasar Grosir dan atau pertokoan.

Rga’ 69
Tingkat penggunaan iasa Fasar Grosir dan/atau Fertokoan diukur berdasarkan
jenis pasar, luas dan jangka waktu penggunaan.

Paragraf 2
-Prinsip, Sasarn dan Besaran Tarif Retribusi
Pasal 70
(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi pasar Grosir dan/atau
pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang
layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, pembangunan,
perawatan, penyertaan aswam| pemblnaan dan pengawasan.

(2) Besarnya tarif Retribusi di tptapkan cébaga' benkut

2a. Tempat Pelelangan lkan" i smemer, Rp 5.000/hari/m?
_':b.“Tempat Pe;elanqan las'!Bumn S RE RpZOOO/han/m

é.,:Tempai Pelelangan Te,mak o i Rp 5.000/hari/m?

d" Tempat Pertokoan it S Rp 2.000/hari/m?

Bagian Ketiga
RETRIEBUSI TERMINAL
' Paragraf 1 .
Nama Obyek dan Subyek Retnbu.m
L Pasal 71

TP (1) Dengan mama retribusi Terminal dipungut refribusi atas Pemakaian

Terminal yang diseleaggarakan oleh Pemerint2h Daerah.

(2) Obyek Retribusi Terininal sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf
"¢" adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan
penumpang dan bis umum, tempat kegiatan, dan fasilitas lainnya d:
lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
P‘émerir'_;{c-ah Daerah. m ) i i ‘

(3) Jasa Pelayanan dan pengjgunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada
pasal (1} adalah :

a. Tempat parkir untuk kendaraan penumpang lain dan Bis Umum :
1. Bus Cepat ; ‘
2. Bus Lambat ;
3. Bus Menginap ;
4, Non Bus Antar Kota ;

5. Non Bus Dalam Kota.



.

: " (2) Obyek Retnpus; -T>mpat Penqmapan (Mess) sebagalmana dlmaksud

Ay De*:can nama retribusi Rumah Po‘rong ld[pungum‘ rPtrtbuSI duas Rumaf

—H-

dalam pas,;! 62 huruf "e¥igd
(Mess) yang dis k,cuczkan dnmq‘lykl“dan/atb
Daerah. = Vi

kelola oleh ‘Pémérmtah ‘

Pasal 30 ;
Subyek Retribusi adalah orang prlbadn atau badan yang mendapatkan
pelayanan Tempat Penginapan (Mc—;ss) yang dltentukan oleh Pemerintah
Daerah. -

Pasal 81

Tingkat penggunaan jasa Tempat Pengmapan (Mess) dlukur berdasarkan
jenis Penginapan (Mess), dan lamanya waktu mengmap

Pasal 82 ‘
(1) Prinsip dan sasaran dalam pene‘tapan struktur dan besarnya tarif Retribusi
Tempat Penginapan (Mess) didasarkan pada tujuan untuk memperoleh
keuntungan vyang layak dan sebagai pengganti administrasi, biaya
perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan pembinaan.
(2) Pesarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
a. Mess Ajibata :

1. Kelas | -
- PNS (Golongan V) wmm Rp 40.000/hari/orang
~Umum e e Rp 60.000/hari/orang
2 Kelas i
- PNS (Golongan ill)  meememmemmem e Rp 30.000/hari/orang
- PNS (Golongan 1) mmm e ---- Rp 25.000/hari/forang
- PNS (Golongan' 1) ceereee e Rp 15.000/hariforang
-Umum e Rp 40.000/hari/orang
b. Mess Medan
1. Kelas |
- PNS (Golongan IV)  ceemreemiee e Rp 40.000/hariforang
- Umum . Rp 6C.000/hari/orang
2. Kelas
- -PNS (Golongan lll)  cememmee e e Rp 36.000/Mhari/orang
. -PNS (Golongan i) s e Rp 25.000/nhari/orang
-PNS (Golongan 1)  seeemeemer e Rp 20.000/hari/orang

- Umum Rp 40.000/hari/orang

¢ Bagian Keenam
- RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
| Paragraf 1 -

Pasai 8”

i1t

\
ST

Potong yamise * lenggal -0 olen Perr.drintah Daarah
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Bagian Keempat

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
- Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 75
(1) Dengan nama vetribusi Tempat Khusus Paikir dipungut retribusi atas
Pengganti Biaya Tempat Knusus Parkir yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah.
(2) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam
pasal 62 huruf "d” adalah pelayanan tempat khusus parkir yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Doerah.

Paszal 76
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa
pelayanan khusus parkir dari Pemerintah.

Pasal 77 a

Tingkat penggunaan jasa Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis
kendaraan dan frekuensi parkir. S
Paragraf 2
Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi
Fasal 78
(1) Prinsip cdan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan vang layak dan
sebagai pengganti biaya pengadaan, penataan,' pengawasan dan
operasional.
(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi tempat khisus parkir
didasarkan pada tujuan untuk memperolen keur.tungan yang layak.

i3) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut

a. Sedan, Jeep, Mopen, Pick-up, Mobil Pribad!  --~=m-memmmmmmenne Rp 2.000,-
b. Bus dar: Alat Besar sejenisnya  —emememememneeeees Rp 2.500,~
¢. Sepada Motor e Rp 1.000,-

Bagian Kelima
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN (MSS) (MES)
Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pasal 79
(1) Dengan nama retribusi Tempat Penginapan (Mess) dipungut retribusi atas
Tempat Penginapan (Mess) yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Daerah.



e e L e it 3 MR igha

e

: <42 ;

(2) Obyek Retribusi Ruman Potong lHewan ‘sebagaimana dimaksud dalam
pasal €2 huruf " adalah -pelayanan penyediaan ‘fasilitas ‘rumah
pemotongan hewan ternak termasukpélayanan rpemeriksaan ' kesehatan
hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemearintab Daerah.

Pacal 84
Subyek Retribusi  adalah orang pribadi  atau badan  vang
memakai/menggunakan fasilitas rumah potong hewan.

FPasal 85
Tingkat penggunaan jasa rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis
pelayanan, jenis termnak serta jumlah ternak yang dipotong.

Paragraf 2
Ketentuan Pemeriksaan
Pasal 86

(1) Setiap hewan vyang akan dipotong harus diperiksa lebih dahulu
kesehit.annya oleh petugas ahli dan diwajiblen melakukagp pemotongan di
Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

(2)Petugas ahli akan melakuk-’&f‘?bemeriksaan ‘erhadap setiap hewan yang
akan dipotong, setelah pemiliknya menunjukkan Surat Keterangan dari
K=pala Desa/Lurah daerah asal hewan yang bersangkutan.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, khusus
hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya cleh petugas
ahli.

Pasal §7

(1) Apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam pasal 86 ayet (3) Feraturan
Daerah ini ternyata hewan tersebut menderita sakit atau daiam keadaan
bunting dan/atau rasih produktif, petugas ah'i dapat dan harus menoiak
hewan tersebut untuk tidak dipctong.

(2) Dalam hal sebagaimanc dimaksud pada pasal 88 ayat (1) di atas, pemilik
hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada petugas ahli atas
biaya pemilik hewan.

Pasal 88
Peinotongan hewan Kambing, Babi, Lembu, Kuda, Kerbau dan Unggas dapat
dilaksanakan diluar Rumah Potong Hewan setelah lebih dahulu diperiksa
kesehatannya dan mendapat kartu potong hewan dari petugas pemeriksa atau
pejahat yang dihunjuk untuk itu.

Pasai 89
Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik diberi
tanda stempel linta warna Violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik akan

Aimintenahlean nlah tnirn narikan daning atarn neiabat vana dituniuk.
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Paragraf 3
Prinsip, Saaegin dang.2saran Tarif Retribusi
Pyl 9C

(1) Prinsip dan sasaan dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi
Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh
keuntungan yang layak dai: sebagai pengganti pengadaan, pemeriksaan,
operasional, administrasi, pengawasan dan pembinaan.

(2) Besarnya Tarif Retribusi ditetapkar, sebagai berikut :
a. Biaya tempat pemotongan :

- Lembu, Kerbau, Kuda =~ sermmmmmmmees oo Rp 25.000/ekor
- Kambing atau Domba ~ —eemmmmeme e Rp 10.000/ekor
-Babi e }p 12.000/ekor
-Unggas e S— Rp 1.000/ekor
p. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan/ternak :
1. Lembu, Kerbau, Kuda ~ ——mmemmmmmmm e Rp 25.000/ekor
2. Kambing atau Domba e Rp 10.000/ekor
3. Babi e mmman R 15.500/ekor
4. Unggas e Rp 1.000/ekor

c. Biaya Pemeriksaan Ulangsaging dari Luwr Daerah ---- Rp 4.000/10 kg

d. Hewan yang dipotong akibat kecelakaan dan dipergunakan untuk usaha
(diperdagangkan) dikenakan retribusi 100 % (seratus persen) ;

e. Untik memotong hewan/ternak akivat kecelakaan, dengan ini pemilik
harus dapat menunjukkan Surat Keterar.gan Kepemilikan dari Kepala
Desa/Kelurahan yang bersangkutan;

f. Hewan yang akan dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan
atau Adat dapat ailakukan di Rumah Potong Hewan dan dibebaskan
dari pengenaan Retribusi Pemeriksaan.

Bagian Ketujuh .
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN
Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pasal 91

(1) Cengan nama retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut retribusi atas
pemakaian pelayanan kepelabuhan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah.

(2) Obyek Retribusi Pelavanan Kepelabuhan adalah pelayanan jasa
kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yann
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelcla oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dikecualikan dari objek Retnbusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau

~ dikeinla oleh Perarintah. BUMN, BUMD. dan pihak swasta.
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Pasal 92

Subyek  Retribusi  adalah orang pribadi  atau  badan  yang

menggunakan/memanfaatkan fasilitas Tempat Pelayanan Kepelabuhan.

Pasaj 93
Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kepelabuhan diukur berdasarkan jenis
kapnl dan janka waktu pemakaian pelabuhan.

Paragraf 2
Prinsip dan Besaran Tarif Retribusi
Pasal 94
(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Pelayanan
Kepelabuhan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan vang
layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, penyediaan fasilitas
pendaratan dan transit, biaya pelayanan, perawatan dan pembinaan.

(2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai bericut :

a. Kapal Feri - Rp 35.000/hari
b. Kapal Bermotor e e #Rp 15.000/hari
c Kapal Perahu Kecif untuk Umum — ~-----emmmmemmmeee e Rp 5.000/hari
d. Speed Boat . TTmemmmemeemememoeoeoe Rp 5.000/hari
e. Sepeda Motor et Rp 2.000/hari

Bagian Kedelapan
RETRIBUSI TEMPAT REKRCAS!I DAN OLAH RAGA

Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pacsal 95

(1) Dengan nama retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi

atas Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang diselenggarakan oleh
emernt.ah Daeraf.

(2) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud
dalam pasal 62 huruf "h" adalah pelayanan tempat rekreusi, pariwisata dan
Olah Raga yang disedickan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

(3) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalan pelayanan penyediaan Termpat
Rekreasi, pariwisata dan Olah Raga yang dimiliki dan dikelola Pemerintah,
BUMN, BUMD danr pihak Swasta.

Pasal 96
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan
temp~t rekreasi, pariwisata dan Olah Raga.

Pasal 97
Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olah raga diukur berdasarkan
jenis, umur dan frekuensi pemakaian.
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Paragraf 2
Prinsip, Sasaran dan Basaran Tarif Retribusi
Pasai 98
(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi tempat rekreasi dan Olah

Raga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
dengan mempertimbaingkar, biaya administrasi, penataan, pemeliharaan
dan pembangunan lokasi, perawatan dan pengawasan

(2) Becarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
a. Besarnya Retribusi untuk «empat rekreasi :
1. Kolam Pancing
- Dewasa mmm e e Rp. 1.000,-
-Anak e Rp. 500,-

'2. Taman Rekreasi
-Dewasa 00000 ceemeemee e e Rp. 1.000,-
-Anak e - Rp. 500,-

b. Besarnya Retribusi untuk tempat Parawisata :

1. Pemandian Alam 2
- Dewasa : Rp. 1.000,-
- Anak - g - -- Rp.  500,-
2. Cagar Alam
- Dewasa - - Rp. 1.000,-
-Anak e Rp. 500,-
3. Arung Jeram
-Dewasy 0 s Rp. 2.000,-
-ANaK e Rp. 1.000,-
4. Air Terjun
-Dawasa 0 e e Rp. 1.060,-
-Anak e Rp. 500,
5. Pemandian Air Panas (belerang dan soda)
-Dewasa 00 e o e Rp. 2.600,-
-Anak e Rp. 1.000,-
6. Salib Kasih
-Dewasa 000 @ seeememmmeemeeeees - Rp. 2.000,-
~Anak e Rp. 1.000,-
c. Besarnya Retribusi untuk Tempat Olah Raga
1. Lapangan Olah Réga
- Dewasa - --- ---- Rp. 2.000,-
-Anak e Rp.1.000,-
2. Gedung Olah Raga
-Dewasa 0 oo --- Rp. 2.000,-

At I 1 T B A Ve Ve U
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Bagian Kesembilan
RETRIBUS!I PENYEBERANGAN DI AIR

- Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

i~asal 89

(1) Dengan nama retribusi Penyeberangan Air dipungut retribusi atas
Penyeberangan Air yang diselenggarakan cieh Pemerintak Daerah.

(2) Obyek Retribusi Penyeberangan di air sebagaimana dimaksud dalam
pasal 62 huruf "" adalah tempat pelayanar, penyeberangan orang "La't'a‘t]
barang dengan mengqunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah. S Gk

~(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pelayanan p=nyeberangan yang dikelola Pemerintah, BUMN.‘
BUMD dan pihak Swasta.
P, 2t 100
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan
penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air
yang dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

Pasalsprt
Tingkat pengguinaan jasa Penyeberangan di Air diukur berdasarkan jenis can
frekuensi pemakaian.

e

Rpagr al 2
Prinsip, Sasaran daanesaran Tarif Retribusi
Pasal 102
(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Pen'yeberangan di air
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh Kkeuntungan yang layax
dengan mempertimbangkan biaya administrasi, penataan, pemeliharaan
dan pembangunan lokasi, perawatan dan pengawasan

(2) Besarnya tarif Retribusi ditetankan sebagal berikut

a.rerry e Rp. 37.500,-
b. Kapal Bermotor = smeemmmmrmeme e Rp. 7.500,-
c. Kapal Perahu Keci! untuk umum —----c-eemmmemmmemomaeae Rp. 4.500,-
d. Kapal Perahu Kecil untuk anak sekolah --------reem--- Rp. 2 250,-
e. Speadboard e e Rp. 5.250,-
f. Sepeda air 0 —eeemem e Rp. 5.000,-

Bagian Kesepuluh ...../47
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Bagian Kesepuluh
RCTRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pasal 103

(1) Dengan nama retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut
retribusi  sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha
Pemerintah Daerah.

(2) Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 62 huruf ”j” adalah penjualan has<il produksi usaha
Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

a. Bibit benih Tanaman Pangan dan Holtikultura, Perkebunan, Kehutanan,
Peternakan dan Perikanan ;

b.Komoditi hasil Tanaman Pangan dan Holtikultura, Perkebunan,
Kehutanan, Peternakan dan Perikanan.

(3) Tidak termasuk Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
" adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BGMD dan pihak

Swasta.

pe
Pasal 104

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil
produksi usaha daerah.

Pasal 105
Tingkat penggunaan jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur
berdasarkan jenis dan jumlah usaha daerah.

Paragraf 2
Prinsip, Sasaran dan Besarannya Tarif Retribusi
Pasal 106 ,

(1) Frinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi
penjualan produksi usaha derah Jidasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntu.ngan yang layak dengen mempertimbangkan biaya
administrasi, pembinaan, pelayanan dan pengawasan.

(2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain :
- Bibit atau benih tanaman, bibit ternak dan b’bit atau benih ikan sebesar
75% dari harga dasar ;
Harga dasar sebagaimanz dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara
periodik oleh Bupati c.q Pejabat yang dihunjuk.
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PETRIBUS! PERIJINAN TERTENTU
Pasal 107

(1) Coyek Retribusi Perijinan Tertentu adalah pelayanan perijinan tertentu
oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan vang
dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas Kkegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana,
prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.

(2) Jenis Retribusi Perijinan Tertentu adalah :

a. Retribusi ljin Mendirikan Bangunan:;

b. Retribusi ljin Termpat Penjualan Minuman 32ralkohol
¢.  Retribusi ljin Gangguan ;

d. Retribusiljin Trayek ;

e. Retribusiljin Usaha Perikanan ;

Bagian kesatu
RETRIBUSI Ly an ENDIRIKAN BANGUNAN
Paragsge™
Nama, Obyek dan S.&byek Retribusi
Pasal 1048

(1) Dengan nama retribusi ljin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas {jin
Mendirikan Bangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Obyek Retribusi ljin Mendirikan Bangunan sebajaimana dimaksud dalam
pasal 107 ayat (2) huruf a adalah pembcrian ijin untuk rmendirikan suatu
bangunan.

(3) Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan
- =peninjauan design dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar
';.%‘-“tgtap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tafa ruang,
~-denjan tetap memperhatikan Koefisien Dasarj Bangunan (KDB), Koefisien
1{_,3!,___:(_188 Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggiar. Bangunan (KKB), dan
~-pengawasan penggunaan oangunan yang mehputl pnmeraksaan d"«fa:

rargka memenuhi syarat keselamatan bagi yang mencukupl banguvan
tersebut. _

(4) Tidak termasuk objek Rctribust sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pemberian izin untuk bangunan milik Perierintah atau Pemerintah
Daerah.

Pasal 109
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan vang mendapaixkan
dan/atau meimperoleh yin taendirikan Bangunan,

- ” ¢ e
L, R
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Paragraf 2
Perijinan
Pasal 110
(1) Setiap  pelaksanaan  pembuatan  bangunan  baru, perubahan,
pembongkaran, penghapusan atau perbaikan suatu bangunan dalam
bentuk apapun, penimbunan bahan bangunan di Dacrah Manfaat Jalan
(DMJ) harus mendapat ijin lebih dahulu dari Bupati.

(2) Untuk memperolen ijin dimaksud dalam ayat (1), yang persangkutan harus
mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati.

(3) Dalam surat permohonan dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan :
a. Nama, alamat, pekerjaan dan jabatan pemohon;
b. Macam pekerjaan bangunan;
¢. Penggunaan dari bahan-bahan yang dilaksanakan;

d. Status tanah tempat berdiri bangunan, harus diketahui Kepala Desal/
Lurah. &

(4) Pada surat permohonan dimaksud harus dilampirkan :
s
a. Materai yang cukup untuk ditempelkan pada surat ijin, kecuali ditentukan

lain (hesarnya harga materai tergantung nilai rupiah);

b. 1 (satu) set rencana yang jelas dan gambar bangunan, baik bangunan
batu, perubahan atau perbaikan bangunan yang akan dikerjakan dan
ditanda oleh pemohon atau pelaksanan dalam rangkap tiga (3};

c. Perhitungan-perhitungan  dengan  konstruksi harus menggunakan
standar di Indonesia antara [ain : Peraturan Muatan Indonesia, Peraturan
Beton Indonesia, Peraturan Baja Indonesia, Peraturan Kayu Indonesia
serta Peraturan Bangunan, dan untuk Bangunan Tahap Gempa
mengcunakan Koefisien Zona tinggi serta ditandatangani oleh
Perencana atau Pemohon dalam rangkap 3 (tiga);

d. Khusus untuk bangunan di tepi jalen Arter. atau Kolektor, ketentuan
dalam huruf b dan ¢ ayat ini dalam rangkap 4 (empat).

'(5)'Pada rencana gambar yang dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus

dicantumkan :

t 1. JUntuk Bangunan Baru :

a.Gambar situasi termasuk batas + batas pekarangan tempat.dimana

bangunan itu dikerjakan;
b. Gambar rencana pondasi bangunan yang.menurut_sifatnya harus
memeriukan pondasi khusus, wajib dilampiri hasil pemeriksaan tanah;

c. Gambar denah deri bangunan vyang akan dikerjakan vyang

P e Tl sl et ettt b T U SN .
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d. Gambar-gambar dari bagian yang penting (gambar detail);
e. Kerangka atap yang lengkap:;
f. Gambar-gambar yang potongan dalam jumlah yang cukup untuk dapat
dipertimbangkan mengenai konstruksi-konstruksi dan ukuran-ukuran
dalam konstruxsi tu;

g. Gambar — gambar dari kamar mandi / WC, sumur-sumur, drainase/
saluran/got dari lokasi tanah vang bersang!:utan.

2. Untuk tambahan atau perubahan bangunan diperlukan juga rencana dan
gambar bangunan yang lain, akan tetapi pada gambar bagian bangunan
yang diajukan permohonan IMB-nya diberkan tanda tinta merah untuk

‘ membedakan.

(6) Cambar-gambar yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilengkapi
dengan semua ukuran-ukuran dengan skala minimum sebagai berikut :

a. Gambar bangunan dengan skala 1 : 100;
_b. Gambar denzh, tampak, potongan dengan skala 1:1 =
¢. Gambar Detail konstruksi dengan skala 1: 10 s/d 1 : 20;

d. Sambar situasi dengan skaa# : 500 atau sesuai kebutuhan.

(7) Permohonan yang diajukan harus menyeputkan bahan-bahan yang
dipergunakan untuk bagian konstruksi utama.

(8) Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kabupaten Tapanuii 'Jtara
dapat memberikan penjelasan yang diminta oleh pemohcn wtas perbaikan
dan tambahan dari gamba. dan perhitungan yar o telah diajukan.

Pasal 111
(1) Apabila ada kekurangan pada persyaratan yang harus d'penuhi pemohon
maka Bupati dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sesudah permohonan
diajukan, harus memberitahukan kekurangannya kepada pemohon. -
(2) Setelah mendapat jjin ¢uri Bupati atau Instansi terkait yang telah dihunjui
dengan tanda diadakan perubahan, dikembalikan kepada pemohon,
sedang lainnya disimpan sebagat arsip.

Pasal 112
(1) 1j1 diberikan setelah yang bersangkutan membayar lunas biaya-biaya
sesuai dengan peruntukannya yang dicantumkan dalam surat ijin.
(2) Atas pemberian ijin dimaksud pada ayat (1) maka kepada pemegang ijin
diberikan tanda berupa plat Nomor ljin Bangunan (penting) untuk ijin

bangunan baru maupun tambahan.
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Pasai 113
(1) Permohonan iiin dapat ditoiak Bupati, apabila :
a. Dianggap dapat mengganggu keselamatan, ketenteraman dan
" kepentingan urnurm.
b. Bertentangan dengan peraturan Perundang-undancan yang beriaku
dan atau Peraturan Daerah ini.
(2) Lalam hal penolakan ijin, harus disertai dengan alasan-alasan panolakan.

Pasal 114
(1) ljin dimaksud pasal 108 ayat (2), dapat dibatalkan olen Bupati apabila
6 (enam) bulan setelah dikeluarkan ijin, belum dimulai pelaksanaan
pekerjaan dimaksud atau apabila dalam 1 (satu) tahun berturut-turut yang
. bersangkutan tidak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan dimaksud.
(2) Pembatalan dimalsud ayat (1), secepatnya diberitahukan kepada
pemegang ijin dengan alasan pembatalan.

Pasal 115
(1) Pelaksanaan pekerjaar. bangunan harus sesuai dengan ijin atau ketentuan
“yang diberikan dengan mentaati persyaratan yang berlaku, i
(2) Surat ijin yang diberikar berikut lampiran-lampirannya harus senantiasa
berada di dekat pekerjaanmya}.ﬁi;_w
(3) Apapila pemegang ijin menganggap periu untuk diadakan pemeriksaan dapat
Jiberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan ’erijinan Terpadu Kabupaten
Tapanuli Utara secara tertulis tentang perkembangan-perkembangan
pekerjaan bangunnya dan diminta agar diadakan peimeriksaan bersama
Instansi Terkait.
Pasal 116
(1) Apabila pemegang ijin ingin menyimpang dari dalam ijin itu atau ingin
mengubah gambar bangunan vang telah dinilui baik, maka pemegang ijin
harus mengajukan permchonan secara tertulis.
(2) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tapanull Utara
akan memberikan penilaian permchonan dimaksud ayat (1} dengan
bekerjagamea eangen instansi Terkait, utamanya mengenai konstruk:

bengunan yang berakibat berunahnya biaya senmipadan.

Pasal 117
Khusus untuk pembongkaran dan ztau penghapusan, kepada yang bersangkutan
sebelum melaksanakan pembongkarar dan atau penghapusan wajib mengajukan
ijin rencana tersebut kepada Bupati.
Paragradc 3
Ketontuan Garie Sempadan

(1) Jalan-ialan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 6 (enam)

jenis jalan, yakni :
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a. Jalan Arteri Primer;

b. Jalan Arteri Sekunder:

c. Jelan Kolektor Primer;

d. Jalan Kolektor Sekunder;
e. Jalan Lokal Primer;

f. Jalan Lokal Sekuncer.

(2) Jarak garis sempadan untuk jenis jalan-jaler dimaksud ayat (1) ditentukan
sebagai berikut :
a. Garis Sempadan Pagar untuk rumah :
- Jalan Arteri Primer, sepanjang 15 m, dih'tung dari as jalan ;
Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 15 m, dihitung dari as jalan ;

Jalan Kolektor Primer, sepanjang 10 m, dihitung dari as jalan ;
Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 10 m, dihitung dari as jalan ;
Jalan Lokal Primer, sepanjang 1C m, dihitung dari as jalan ;
Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 4 m, dihitung dari as jalan.

i

b.Garis Sempadan teritis untuk rumah : &

Jalan Arteri Primer, sepanjang 20 m, dihitung dari as jalan ;

Jalan Arteri Sekunder,.gaPanjang 20 m, dihitung dari as jalan ;
Jalan Kolektor Primer, sepanjang 15 m, dihitung dari as jalan ;
Jalan Koiektor Sekunder, sepanjarg 15 m, dihitung dari as jalan ;
Jalan Lokal Primer, sepanjang 15 m, dihitung dari as jalan ;

Jalan Lokal Sekunder, sepanjang & s/d 10 m, dihitung dari as jalan.

1{

-c. Garis Sempadan Pagar Perkantoran, ruko :

- Jalan Arteri Primer, cepanjang 15 m, dihitung dari as jalan ;

- Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 15 m, dihitung dar: as jalan ;
Jalan Kolektor Primer, sepanjang 10 m, dihitung daii as jalan;
Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 10 m, dihitung clari as jalan ;
Jalan Lokal Primer, sepanjang 10 m, dihitung dari as jalan
Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 8 s/d 10 m, dihitung dari as jalan.

d. Garis Sempadan Teritis untuk Perkantoran :
- Jalan Arteri Primer, sepanjang 25 m, dihitung dari as jalan;
- Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 20 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Kalektor Prirazr, sepanjang 20 m, dihitung dari as jalan ,
- Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 20 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 20 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 10 s/d 20 m, dihitung dari as jalan.

e. Garis Sempadan Pagar untuk industri :
- Jalan Arteri Primer, sepanjang 15 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 15 m, dihitung dari as jalan ;
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- Jalan Kojektor Pripscy, sepanjang 10 m, dihitung dari as jalan ;

- Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 10 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Lokal Primer, csepanjang 10 m, dihitung dari as jalan ;

- Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 10 m dihitung dari as jalan.

f. Garis Sempadan Teritis untuk industri, gudang :
- Jalan Arteri Primer, sepanjang 40 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 40 m, dititung dari as jalan ;
- Jalan Kolektcr Primer, sepanjang 30 m, cibitung daii as jalan ;
- Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 30 m_ dihitung dari as jalan ;
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 30 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 25 m, uinitung dari as jalan.

(3) Dalam lingkungan daerah bangunan tertutup, jaris sempadan untuk pagar
dan teritis menjadi satu, maka untuk sementara ditetapkan sebagi berikut :

- Jalan Arteri Primer, separjang 15 m ;

- Jalan Arteri Sekunde!, sepanjang 15 m ;
Jalan Kolektor Primer, sepaniang 10 m ;
Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 10 m ;
Jalan Lokal Primer, sepanjang 10 m ;
Jalan Lokal Sekunder, sepamtgng 10 m.

Pasal 119

Dikecualikan dari berlakunya ketentuan pasal 108, adalah :

a. Perbuatan, perubahan atau perbaikan suatit bangunan yang menurut
taksiran Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kabupaten Tapanuli Utara,
biaya pelaksanaan keseluruhan kurang dar' sebesar Rp 200.000,- (Duz
ratus ribu rupiahy,

b. Mendirikan bangunan yang sifatnya sementara paling lama 1 (satu) bulan

dipergunakan untuk pameran, perayaan atarl pertunjukan;

o -;h_j/‘l’endirikan dan memperbaiki pagar permaner, yang dibuat dari kayu, besi
;_;a;t’au tembok yang tingginya tidak lebih, dari 0,25 (Dua puiuh limas
};p.rérseratus) meter dari permukaan tanah; '

d. Memperbaharui pendasi untuk mesin-mesin dalam gedung asalkan bagian

 dari gedung itu tidak dibebani oleh mesin-mesin yang berat.

Paragraf 4
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jcsa
rrasat 120

(1) Tingkat penggunaan jasa ljin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus
yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumiah tingkat bangunan
dan rencana penggunaan bangunan.

(2) Faktor-faktor sabagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bobot
(koztsien).

(3) Beéémya koefisien sebaguimana dimaksud pada ayat /1), ditetapkan
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<. Koefisien Luas Bangunan

NO. | LUAS BANGUNAN | KOEFISIEN
14 Barlquff};d dengan luas s/d 100 m? 1,00
27 1 Bangunan dengan luas s/d 250 m’ 1 1,50
B
3 * Bangunan dengan luas s/d 500 m’ 2,50 _
4| | Bangunan dengan luas s/d 1000 m’ 3,50
57 [ Bangunan dengan luas s/d 2000 m” 4,00
6 4\ Bangunan dengan luas s/d 3000 m* 4,50 ' ;
7 l Bangunan dengan luas > 3000 m’ 5,00 O
b. Koefisien Tingkat Bangunan
NO. | LUAS BANGUNAN 1 KOEFISIEN |
P, 1 [ Bangunapﬁéﬁtar“ ----- - o ~_1—,_00 o 7 !
2 | Bangunan Z lantai 1,50 | ’
3 Bangunan 3 lantai - 2,50 ___J
4 Bangunan 4 lantai 3,50 !
E 5 | Bangunan 5 lantai 4,00 ,—
~ ¢. Bangunan Guna Bangunan B,
NO. LUAS BANGUNAN KOEFISIEN |
1 Bangunan Sosial , 0,50 __*.T‘
2 Bangunan Perunmahaa = 1,00 e
3— | Bangunan Fasilitas Umum 1,00 4\
41 | Bangunan Pendidikan 1,00 |
}_ﬁ Bangunan Kelemtagaan/Kantor 1,50 )
6 Bangunan Perdagangan dan Jasa - 2,00
7 ) Bangunan Industri 2,00 )
8 Bangunan Khusus 2,50 i
9 Bangunan Campuran 2,75 |
10 | Bangunan Lain-lain 3,00 :

i

(4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a campai dengan nuruf ¢.

Pasal 121

Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Teritis (GST)

1 Jalan Lokat talan Kolektor Jalan Arteri
Bentulk T Sekunder Primer Sexunder Primer [ Sekunder
Bangunan GSP— 1 GST GSP | GST | Gsp [GsT |Gsp | GsT | Gsp [GsT
Moo M M M M | M| M Mo M| M
Rumah 10 | 15 | 4s/ds— ys/d10 10 | 15 | 10 |15 15 | 20 | 15 | 20
Perkantor- f I =
an/Ruko 10 | 20 | 8s/d10 | 10s/d20 | 10 | 20 10 | 20 | 15 25 15 ) 20
T vestd 1| 30 10 10 | 10 30 IQT 30 | 15 | 40 15 | 40
| YR, ~f & i34
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Paragraf 5§

Prinsip Sasaran Dalam Penetanan Struktur Besarnya Tarif

Pasal 122

(1) Prinsip dan sasaran dalam tarif retribusi

penetapan ljin  Mendirikan

Cangunan didagarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama
dergan biaya penyelenggaraan pemberian jin.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengecekan dan
pengukuran lokasi, biaya pemetaan dalam

dan biaya tronsportasi

, pengawasan, pengendalian dan pembinaan.

Paragraf 6
Struktur dan Besarnya Retribusi
. FPasal 123
(1) Tarif ditetapkan tidak seragam untuk setiap bangunan.

(2) Besarnya tarif retribusi misimal sebesar Rp 200.000,-/ijin.
Paragraf 7

Saat Retribusi Terutang @,
Pasal 124

[Retribusi yang terutang terjadi gg@,fsaat ditetapkannya SKRD atau dokumen

‘lain vang dipersamakan.

Cara Perhitu

>

gan Retribusi
Pasal 125

Besarnya retribusi terutang dihitung dengan cara mengalikan farif retribusi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat (2), dengan tingkat penggunaan

jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (4) adalah sebagai berikut :

Jenis Bangunan | Ke.as ! Harga Bargunan Sempadan

o ] (Rp) (Rp) _w‘f°°fgk” |
A. Rumah TinggalFarmancn | T - 175,/m? 0,55/d 1 %
tidak beriingkat 1‘ ?220.000/m? 350/m? Y/ 1,5 9%

i - 400/m? V,5¢/d 2 % i

1

&. Ruman Tinggal Permanen Loko! I‘ - 350/m? 0,55/d Y% i
Bertingket Kolektor 560.000/m? 650/m? Vs/d 1,5 %

Arteri - 800/m? 1,5 5/d 2% |

|

C. Tambahaon Bangunan Lokal - 175/m? Q,5s/d1 % l
Bertingkat tiap 1 (satu) Folekt - 290.000/m? 350/m? 1s/d 1,5 %
lantal L )
Arteri - 400/m? 15 s/d 2%

D. Rumah Tinggal Non Lokal - - 0,5s/d 1% s
Permanen | Kolekior 110.000/m? 175/m? 1 s/d 1,5 %

Lﬁ Ly § - - 1,55/d 2% ]

E. Tambahan Bangunarn | l'_é'li??’"umm*ﬁf: - - G5s/al% __41

Berningkat non Permanen | Kolekior | 70.000/m? 175/m? Vs/d 1,5 % 1

tiap 1 [satu) lantai i Artari i - - 1,5s/d 2% i

]

F. Rumah tinggal semi Lokal } - - 0,5s/d 1 % i

permanen | Kolektor i 170.000,/m? 200/m? 1s/d 1,5 % ‘

| Arta i . . 1,5 5/d 2% |
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A. Banjunan Fasilitas Umum, | Lokal ‘ - 1.600/m?2 0,5s5/d 1%
Kcmersil, Toko, Bioskop, | - K, lekior { 460.000/m? 2.500/m? 1s/d 1,5%
Kantor, Bank, Amusemen | avisi ; | - 3;300/m7 1,55/d2%
tidak bertingkat | ‘

|

B. Bangunan Fausilitas Umum, I Lokal | - 3.300/m? 0,5s5/d 1%

Kom :rsil, Toko, Bioskop, || Kolektor 900.000/m? 4.900/m? 15/d1,5%
Kantor, Bank, Amusemen H Arteri | - 6.600/m? 1,55/d 2%

C. Tambahan bangunan [ tokal ; j - 1.600/m? 0,5s/a 1%

bertingkat 1 (satv) lantai Kolektor I 460.000/m? 2.400/m? 1s/d 1,5%
Arteri } ; 3.300/m? 1,55/d 2%

UMUM : 4 | N

A. Bangunon fasilitas umum, Lokal : - 2.400/m? 0,55/d 1% \
komersil, perusahaan, los | oloror 1 520,000 /m? 3.300/m? 1s/d 1.5 %
kerla, gudang, pabrik, { ) R o
showrc >m tidak berﬁngkot! - Arterd ' ; 4.000/m 1,55/d 2%

|

B. Bangunan fasilitas umum, Lokal 2 - 4,.900/m? 0,5¢/d 1%
komersil bertingkat, Kolekior | 1.020.000/m? 6.600/m? 15/d 1,5 %
perusahaan, los kerja, ﬂ Arteri - 8.200/m? 1,55/d 2% |
guaang i

C. Tambahan bangunan i Lokat - 2.500/m? 0,5s/d 1%
Iber‘il. gkat tiop 1 (satu) Kolektar ! 520.000/m? 3.300/m? 1s/d 1,5%

antai
Arteri - 4.100/m? 1,55/d 2% i

BANGUNAN FASILITAS &

SOSIAL KOMERSIL SWASTA

A. Rumah Sakit, Gedung | Lokal | - 1.650/m? 0,55/d 1%
Sekolah L Kolektor , 355.000/m? 2.400/m? 1s/d 1,5%

i .
i] | Arter e ; 3.300/m? 1,55/d2 %

B. Rumah Sakit, Gedung Lckal | 3.300/m? 0,5s5/d V% !
_Sekolah Bertingkat 2 (dua) | . i!
anERo 9 Kolektor 690.000/m? 2.400,/m? 1s/d 1,5 % |

Arteri - 3.300/m? 1,55/d 2% |

C. Tambahan bangunan Lokal - 1.650/m? 0,5s/d 1% i ‘
bertingkat setiap 1 Kolektor 355.000/m? 2.500/m? 1s/d 1,5%

(satv) lantai Arteri - 3.300/m? 1,5s5/d 2%

BANGUNAN FASILITAS

UMUM SEMI KOMERSIL

Bangunan fasilitos | Lokal 1.600/m? 0,5s/d 1 %

perusahaon Pemerintoh | lakior 290.000/m? 2.500/m? 1s/d 1,5 %

Negara !

! Arteri 3.300/m? 1,5 5/d 2 %
’ !
PEKERJAAN LAIN-LAIN : ;l ’
| .
A. Mengeriakan Pemancangan,| Lokal | - - 0,5s/d V%
Tower | Kolektor | 1.145.000/m? - 1s/d1,5%
| Asteri ) 155/d 2% |
B. Pondasi dengan kedalaman | Lokal ‘ . . 0,55/d 1% |
|
[ Kolektor 232.000/m? 1s/d 1,5 %
‘ Arteri 1 - - 1,55/d 2%
C. Mengerjakan cerobong J w e § - 250/m? 0,5s/d 1 %
m:nara I Zalektor | 255.000/m? 300/m? 1s/d 1,5 %
! Arteri | ; 400/m? 1,55/d 2%
i |

D.Mengerjakan Pagar Tembok| Lokal ! 125/m? 0,5s/d 1%

Pasang Kolektor 290.000/m? 300/m? 1s/d 1,5 %
Arteri 400/m? 1,55/d 2%

E.  Mengericka.: talut /| Lokol 250/m? 0,5s/d 1%

plengsengan Kolekior 72.000/m? 350/m? 15/d1,5%
400/m? 1,55/d 2%

! Arteri
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F. Mengerjckan  sumur-sumur| Lokal . 2.450/m? 0,55/d 1 % \
. | }
peresap septicktank Kolektor | 460.000,/m? 3.300/m? Vs/d 1,5 % )
Arteri i ; - 3.300/m* 1,5¢/d 2% l‘
I ]
G. Mengerjakan tangki T}Lokal i : 1.600/m* 055/d V% |
Air, menara air l Kolektor 195.000/m? 2.450/m? 15/d 1,5%
Arteri ! - 3,300/m? 1,55/d 2%
| l
H. Mengerickan penggantian | ! Lokal i } - 150/m? 0,5s/d 1%
kayv | Kolekor ‘ 80.000/m? 165 /m? 1s/d 1,5 %
< ! | . , (]
] Arter | - 165 /m? 1,55/d 2%
i ‘
: Hl
l. Mengerjakan penggantian ! ! Lokal i 0,55/d1%
baja | Kolektor ‘ 95.000/m? 165 /m? )5/ 1,5¢
b . “ /d ],5 %o
Arteri 165/m? 1,5 5/d 2%
J. Mengerjukan :
1. Pagar kayu f 22.000/m? . 0,55/d 1 %
Ts/d 1,5 % ‘
1,55/d 2% i
2. Pugar besi 52.000/m? Sda |
3. Pagar kawat { 1 i 32.000/m? - sda |
4. Jem.atan beton ‘ ‘ 152.000/m? - sda
5. Jembotan kayu | [ 77.000/m? - sda
6. Dutker urung-urung 92.000/m? - .~ sda
7. Jalan aspal 29.000/m* - Sda
8. Jalan mak¢.dam 22.000/m? Sda
9. lan.ai rabat jemuran = 22.000/m? - Sda
10 . Urungan tenah 27.000/m? - Sda
11. Merobohkan bangunan 17.000/m? - S
Bersejarah
12.Mercbohkan bangunan 22.000/m? - Sda
Ticlak bersejarah
13. Penimbunan bahan bOl‘l(JL 12.000/m? Sdu
14. Pembongkaran i 22.000/m? - Sda
15. Penghapusan ijin ‘ 62.000/m? Sdo
16. Galian tanah i 77.000/im? - Sda
17. Pos tiang L 167.000/m? - L Sda

Peiagraf 9
Persyaratan Tehnik
Pasal 126

Hala:nan bangunan harus dapat memenuhi persyaratan keindahan, kesehatan
dan keamanan sedang pengukurannya dengan memakai bahan yang tidak
mengganggu kesehatan.

3

Pazal 127
(1) Fondasi bangunan harus memenuhi syarat-syarat tehnik yang ditentukan

{

dalam aturan tentang pelaksanaan pekerjaan bangunan

(2) Apabila pada wakiu peskeanaan ternyata pekerjaan pondasi kurang
memenuhi syarai-cyarat dimaksud ayat (1), maka Kepala Dinas Cipta
Farya dan Perumahan Kabupaten Tapanuli Utara depal memberikan

natuininke nintiike memhehitkannva.



- 58 -

(3) Pondasi dari tiap-tiap bangunan dipisahkan dari dinding dengan Trasram
dan di bawah jantai masing-masing paling sedikit 20 cm (dua puluh
sentimeter).

FPasal 128
Bagi pekerjaan pemasangan batu merah atau dengan bahan lain untuk dinding
luar maupun dalam, tebal minimum tebal 0,5 (Lima persepuluh) batu atau
kurang lebih 15 (limé belas) cm dan harus diberi pilar atau beton kolom -dengan
jarak maksimum 4 (empat) cm.

Pasal 129
Terhudap pekerjaan batu, besi dan beton bertulang harus memenuhi syarat-

_syarat tehnik yang diatur dalam ‘peraturan uinum tentang pelaksanaan

bangunan yang terdapat pada PPKI, PBBI, PB! yang berlaku di IndoneSIa

Pasai 130

‘(1) Cerobong asap harus dibuat dari batu merah, beton ataL.L L>ahan lain yang
tiduk mudah terbakar.

(2) Semua bangunan dari kayu jaraknya paling sedikit sejauh 5 (ima) meter
darl cerobong asap. g

_(3)1, Pintu-pintu dan jendela bangunan untuk pertemuan umum harus mudah

© dipuka.

(4)"'F§é'ngunan dari kayu, bambu.atau bahan bangunan yang mudah terbakar
~harus berjarak paling cedikit-5 (lima)-meter-antara bangunan yang satu
dengan bangunan lain.

(5) Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kabunaten Tapanuli Utara dapat
menentukan pedoman bangunan mengenai pembuatan "dapur, ‘cerohong
saluran asap yang dipergunakan untuk perusahaan.

(6) Pada bahan-bahan yang mudah terbakar, pemohon wajib menyediakan
aiat pemadam dan disesuaikan kebutuhan atau petunjuk dari Pejabat yang
berwenang. .

Pasal 131
(1) Pemegang ljin diwajibken membuat jalan penghubung antara pekaranga.
dengan jalan umum.

(2) Pembuatan jalan penghubung dimaksud ayat (1), harus memenuhi
persyaratan teknis.

(3) Apabila pemegang ijin didalam melaksanakan pekerjaan pembangunan,
karena sesuatu hal harus menimbun bahan bangunan di Daerah Manfaat
Jalan (DMJ), diharuskan seijin Bupati.

(4) Bangunan induk dengan pagar harus diberi jarak sesuai dengan petunjuk
tehnik dengan mempertimbangkan segi fchnis atau  hal-hal  yang

B R Y
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(5) Untuk pekerjaan instalasi list/ik harus memperoleh persetujuan dari instansi
terkait.

Pasal 132
(1) Pemilik harus membuat saluran pembuangan air hujan atau air buangan ke
selokan yang ada dan apabila perlu dengan memakai penutup.

(2) Pemilik bangunan harus mengusahakan supaya saluran air selalu

~dipelihara dengan baik.

{3):Apabila ada saluran air masuk ke pekarangan orang lain dengan seijin

,,pemilik pekarangan, maka saluran air tersebat harus diberi teralis atau
_saringan dan sebelum diberi teralis harus dibuat sumur atau pengendapan
(bak kontroi).

;(4) Pemilik bangunan harus mengusahakan supaya air hujan dari atap tidak

Jatuh ke pekarangan orang lain dan tidak merusak jalan umum.

Pasal 133

: ,:(1) Semua bangunan rumak yang dimintakanijin; harus : ada kakus/VVC dan

dllengkapx dengan septictank dan -sumur  resapan dan pasangan batu
mera'w atau beton bahan lain yang sudah distandartkan.

(2) cumur resapan harus dibualgy@.uai dengan petunjuk teknis Kepala Dinas

Cipta Karya dan Perumahan Kabupaten Tapantli Utara.

(3) Tutup sepiictank harus rapat dan diberi pipa cukup panjang untuk hawa.

(4) Jarak antara sumur resapan dengan sumur biasa sedikitnya 7 (tujuh)
meter.

(5) Suluran dari kakusMVC ke sepictank dan sumur resapan harus terfutup.

Pasal 134
(1) Dengan diberikannya peringatan tertulis dalam batas tertentu clen Bupati,
pemilik bangunan harus segera memperbaiki atau membongkar, apatila
bangunan dipandang berbahavya dan akan roboh.

(2) Apabila peringatan tertulis dengan batas waktu sudah habis *belum

diperbaiki atau dinangkar, maka Bupati dapat memerintahkan [nstansi yang
terkait untuk membongkar bangunan atas biaya pemilik sendiri.

(3) Apabila pemilik akan memperbaiki, maka vyang bersangkutan harus
meminta ijin sesuai dengan pasal 110.

a0

Pasal 13
Apabila terjadi kecelakaan pada waktu melaksanakan pekerjaan bangunarn,
pemegang liin Mendirikan Bangunan harus memtberitahukan kepada Kepzala
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Utara untuk
Qgggakgn pemeriksaan.
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Faragraf 10
Ketentuan Larangan
Pasal 136
(1) Dilarang melaksanakan pekerjaan bangunan sebelum memperoleh Surat
liimssendirikamess ngunan (IMB) dari Bupati.

(2) Dilarang membangun di atas pondasi lama sebelum pondasi tersebut
diperiksa cleh” dinas tehnis yang ditetapkan o'zh Bupati.

Bagian Kedua
RETRIEUSI I[JIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN 3ERALKOHOL
Paragraf 1
NeAmay B vekdyrn Subyek Retribusi
Pasal 137

(1) Dengan nama retribusi ljin Tempat Penjualan Minuman Beralkoho! dipungut
retribusi  atas ljin  Tempat Penjualan Minuman Beralkohol vyang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Obyek Retribusi ljin Tempat Penjualan minuman beralkoWol sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf "b" adalah pemberian ijin untuk
melakukan pernjualan minum?;r_}éggralkohol di suatu tempat tertentu, yakni :

Hotel;

Restaurant;

Bar;

Club Malam;

Diskotik;

Supermarket dengan tempat/lemari terkunci;

@ -0 00 T p

Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan Bupatl @tau pejabat yang
dihunjuk.

Pasai 138
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badar, yang memperoleh ijin untuk
melakukan penjualan minuman beralkohol.

Paragraf 2
Golongan dan Penjualan Minuman Beralkohol
Pasal 139

Mint'man beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

a. Minuman beralkoho! Golongan "A” adalah minuman beralkohol dengan
Kadar ethanol 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);

b. Minuman beralkohol Golongan "B" adalah minuman beralkohol dengan
Kucar ethanol lebih dari 5 % (lima persen) sampai 20 % (dua puluh
persen;,

c. Minuman beralkoho! Golongan "C” adalah n.inuman beralkohol dengan
Kadar ethano! lebih dari 20 % (dua puiuh persen) sampai dengan 55 %

LIVt PO RN PR E ¥
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Pasal 140
(1) Tempat Penjualan Minuman Beralkohot untuk diminum langsung di tempat
hanya dapat dilakukan di :
a. Untuk minuman yp sikonol Golongan "A”
1. Hotel berbintang 1 dan 2;
2. Hotel berbintang 3, 4 dan &;
3. Restoran dei g tanda talam kencana dan selaka;
4. Bar, Pub, dan Club malam;
5. Tempat tertentu yang dijjinkan Bupati.

b. Untuk minuman beralkoho! Golongan B dan C :
1. Hotel berbintang 3, 4 dan 5;
2. Restaurant dengan tanda taiam kencana dan selaka;
3. Bar, Pub, dan Club maiam;
4. Tempat tertenty y=.ng diijinkan Bupati.

(2) Tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan
nanya dapat dilakukan di :
a. Untuk minuman beralkohol Golongan A : -
1. Toko yang diijinkan Bupati;
2. Pusar Swalayan dan sejenisnya,
3. Tempat tertentu vang’ dﬁﬁywman Bupati.

b. Untuk minuman beralkoho! Gelongan B dan C di Toko Grosir Khusus
ataupun di Toko Duty Free Shop.

-(3) Tempat penjualan minurnarn beralkohol yang mengandung rempah-rempah,

jamu dan sejenisnya untuk tujuan Kkesehatan yang kadar alkoholnya
setinggi tinggi 15% (Ii*na belas persen) hanya dapat dilakukan di

&
5 "“?cq‘?'di a

Periiinan
Pasal 141

(1) Dilarang melakukan kegiatan usaha/iokasi penjualan minuman beralkohc!
di Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara tanpa ijin tertulis dari Bupati.

(2) Untuk mendapatkan ijin Penjualan Minuman Beralkohol, setiap crang atau
Badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati
Adengan dilengkapi syarat-syarat yang ditetapkan Bupati.

(3) li'n sebagaimana dimaksud nada ayat (1), diberikan setelah mendapat jjin
dari Instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berfaku.

(4) liin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
a. ljin tempat penjualan minuman beralkohel langsung diminum di tempat;
b. ljin tempat penjualan minuman beralkchol secara eceran dalam

kemasan.
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Pasal 142

(1) lin/tempat lokasi penjuaian minuman beralkohcl sebagaimana dalam Pasal
2, berlaku selama 1 (satu) tahun.

(2) Bentuk dan Tata Cara Ferijinan Tempat/Lokasi Penjualan Minuman
Beralkohol dan Perpanjangannya ditetapkan oleh Bupat:.

(3) ljin tempat/lokasi penrjualan minuman berall-ohol tidak boleh dipindah
tangankan kepada pihak iain, kecuaii dengan ijin Bupati.

Pasal 143
(1) Dilarang menjual minuman beralkohol :

a. Di warung/kios minuman, gelanggang remaja, gelanggang olah raga,
kantin, rumah billyard, gelanggang permainen dan ketangkasan, panti
pijat, kaki lima, stasiun, kios-kios keci', Penginapan (Mess) remaja dan
bumi perkemahan;

b. Berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, Rumah Sakit dan
Pemukiman;

c. Di tempat/lckasi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daefah;

d. Kepada anak yang usianya belum mencapai 21 Tahun.

(2) Penjualan minuman beralkohgk@htuk diminum di tempat penjualan hanya
diberikan waktu pada ma'am rari dimulai pukul 19.00 s/d 22.00 WIB.

(3) Pada hari libur di luar Hari Raya Keagamaan, waktu penjualan pada majam
hari dapat diperpanjang dengan maksimum 2 (duz) jam, dengan
peiaksanaannya ditetapkan Kepala Daerah.

Pasgal 144
Toko Bebas Bea (Duly F.ee Shop) dilarang menjual minuman beralkohol
Golongan B dan C secara eceran, kecuali kepada : ‘
a. Ancgota Korps Diplomatik ;
b.Tenaga ahli bangsa asing yang bekerja pada Lembaga-lembaga
Internasional ;
c. Mereka yang bepergian ke luar negert ;
d. Mereka yang baru tiba deri luar negeri.

Paragraf 4
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasat 145
Tingkat penggunaan jasa untuk pemberian ljin Tempat Penjuaian Minuman
Beralkono! sebagaimana dimaksud pada pasal 120, diukur berdasarkan jenis
tempat/lokasi pengedaran dan penjualan, luas riangan, jumlah golongan
minuman beralkoho! dan waktu penjualan,

Paraqgraf 5 183 -
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Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Retribusi
Pasal 146
Penetapan struktur besarnya Retribusi ljin Tempat Penjualan Minuman
Baralkoho! adalah didasarkan pada jasa pelayanan meliputi penggantian biaya
administrasi, survey lapangan, pengawasan, pengendalian dan biaya

:peyghbinaan.

Pasal 147
Besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut
“a. Untuk Minuman Beralkohol Golongan A diminum di tempat penjualan :

1. Hotel Berbintang, 1 dan 2 Rp 187.500.- thn/jenis

2. Hotel Berbintang, 3, 4 dan 5 Rp 300.000,-thn/jenis

3. Restoran dengan tanda talam kencana dan Rp 187.500,-/thn/jenis
selaka

4. Bar, Pub dan Club Malam Rp 225.000,-/thn/jenis

5. Tempat tertentu yang dijinkan Kepala Daerah Rp €’?1p50‘OOO,-/thn/jer'»is

b. Unwuk Minuman beraikohol Goion@n 8 dan C diminum di tempat penjualan :

1. Hotel Berbintang, 2, 4 dan ‘_%V‘ Rp 375.000,-thn/jenia
2. Restoran dengan tanda {alam kencana dan Rp 300.000 -/thinfjenis
selaka
3. Bar, Pub dan Club Malam Rp 225.000C -thi/jeris
4, Tempat tertentu. 39 aifjinkan Kepala Daerah Rp 187.500 -/thn/ienis
c. Untuk minuman beralkohol untuk dijual secara eceran dalam kemasan :
1. Di Toko Rp 260.000,+/thn/ienis
2. Di Pasar Swalayan Rp 260.0Q0,-/thn/jenis
3. Khusus Toko Grosir dan Toke Duty Free Shop Rp 390.000 -/thn/jznis

Bagian Ketiga

RS U BANGGHAN

fw”i T‘ E

(1) Obyek Reiribust liin Gangguan sebacaimana dimaksud dalam pasal 107
avnt (2) huruf ¢ adaiah pemberian ijin tempat usaha kegiatan kepada crang
orivadi atau badan yang dapai menimbulkan ancaman bahaya, xerugan
danfatau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegistan
usaha secara terus nenerus  unfuk mencegah terjadinva  ganggusn
kot“m“ K %35 >y \qus; t;gt.g,},u keasehaian umum, memelhzara ketertisoan

lingkungar dan memenunl norma keselamatan dan kesehatan karia,

1Y T e :
{2Y Tidal i T{ s
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(25 Tndak Termasuk Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

: ada'ah tempat usahaliiegiatan yang telah ditentukan olen Pemerintah
Daerah

Pasal 1149

Subyek Retribusi ljin Gangguan adalah orang pribadi atau badan usaha yang

menvelenggarakan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha.

Paragraf 1
Perijinan
Pasal 150
(1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan
atau memiliki tempat usaha wajib memiliki [jin Gangguan dari Bupati.
(2) ljin gangguan terdiri dari :

a ljin gangguan perusahaan Industri yaitu ljir tempat usaha yang diberikan
Kepada orang pribadi atzu badan di lokasi yang dapat menimbulkan bahay -
kerugian dan gangguan bagi perusahaan industr’ ;

b. ljin gangguan bukan peruszahaan indusn yaitu §jin tempat usaha yang
diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu bagi uszha
bukan perusahaan industri. o

(3) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), si pemohon
mengajukan permochonan secgrd tertulis dengan persyaratan yang telah
ditetapkan oleh Bupati.

(4) ljin gangguan sebagaimana dimaksud pada aya’ (1), dapat diberikan setelah
jumniah Retribusi yang ditetapkan untuk itu telah dilunasi.

(5) £pabila dianggap perlu permchonan jjin sebagamana pada ayat {3), dapat
disertal dengan perjanjian yang berhubungan dengan keindahan, kesopanan,
ketertiban umuin, keamanan, keagamaan dan kesehatan.

Pasai 131
(1) ljin gangguan diberikan atas nama pemohon. .
(2) Dalam surat ijin dapat dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan
dipatuhi oleh Pemegang ljir.
(3) ljin cangguan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali atas
persetujuan Bupati atau Pejabat yang dihunjuk.
(4) Syarat-syarat dan pengalihan ljin Gangguan akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.
Pasal [x'2
liin Gangguan sebagaimana dimaksud pada pasal *50 ayat (1), dapat dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak r.empunyai kekuatan hukum lagi,
apabnla
a. Memperoleh liin Gangguan secara tidak sah;
b Adanya pemindahan letak {okasi tempat usaha;
C Po.negang ljin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh
BL pati;
d Lokasu tempat usaha sebagaimana yang ditetapxan dalam ijin, tidak sesuali

BN T P N



Lo -

Hasat TR3

--l‘»‘_,_Tﬁ?::_rhadap pencabutan ijin Gangguan sebagaimara dimaksud pada pasal 152,
~Penmegang ljin tidak dapat mengajukan pengembalian Retribusi yang telah
. dibayar dan tidak dapat meruntut ganti rugi kepad. Bupati.

1M

calF kg e e Begie lunya ljiin Gangguun
Pasal 154

(1) Jangka waktu berlakiinya ljin Gangguan ditetapkan szlama usaha yang

telah mendapatkan ljin Gangguan tersebut masih berjalen

(2) Terhadap ljin Gangguan sebagaimana tersebut pade ayat (1), harus

dilakukan Pendaftaran Ulang setiap satu (1) tahun saxali dalam rangka
pengendalian, pembinzan dar pengawasan

waeng Uiy gkat Penggunaan Jasa
Pasal 155
(1) Tingkat nenggunaan iasa d;ukur berdasarkan verkalian antara luas ruang
tempat usaha dan indeks Lgt

\qv/indeku Gangguan.

(2) '.uas ruang tempect usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)), saaiah
luas bangunan yang dinnung setagail juimlan luas tempat lantal,

(3) ks Lokasiities gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetap..an sebagei beikut

- Kawasan Industn Indaks ... 1.
- Kawasan Perdagangan/FPertokean Indeks ... 2.
- Kawasan Pariwizata INGEKS 3.
- Kawasan Perumahan can Pemukiman  Indeks ... 4,
- Pergudangan indyks ........................ 5.
Indeks Grzq‘;;a;;’egm :

- Gangguan basar dengannilal .. 3.
- Gangguan menangah dengan nlai............. 2.
- Gangguan kecil deagan nilai.............. 1.

indeks Luas Berawanan |

-Luas Bangunan . - <24 m =3
S 24 M s/d A0 M =25
- A0 M s/ 00 T w2025
=400 mT s/ B0 M =15
<2 BO0 M =1
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Paragraf-4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

‘ Pasal 158

(1) Prinsip  dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian
jin.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pengecekan
dan pengukuran ruany tempat usaha, biaya pemeriksaan, pengecekan dan
pengukuran ruang tempat wusaha, biaya pemeriksaan, dan biaya
transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Fareagrer’ 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasai 157
(1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
(2) Besarnya tarif sepusigaimanin dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai
berikut : -
f=TLXILXIGXIBXLRTU.

Keterangan : e

I Reftribusi ljin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian Ijin
Gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.

TL : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan ner m? dari luas ruang usaha
yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi

lingkungan.
a. Lingkungan industyi :
- Lingkungan 25 m? ke bawah besar tarifnya Rp  450/m?
| - Lingkungan 26 s/d 100 m? besar tarifnya Rp 675/m*
; - Lingkungan 101 s/d 500 m* besar tarifnya Pp  900/m?
| - Lingkungan 501 s/d 1000 m? besar tarifnye. Rp 1.125/m”
- Lingkungan 1001 m? ke atas besar tarifnya Ro 1.350/m?

? b. Lingkungan Fertokoan dan Pasar :

- Lingkungan 25 m® ke bawah besar tarifnya Rp 300/m?
- Lingkungan 26 s/d 100 m? besar tarifnya Rp 445/m*
- Lingkungan 101 s/d 500 m? besar taiifnya Rp 675/m*
- Lingkungan 5071 s/d 1000 m? besar tarifnya Rp 855/m?
- Lingkungan 1001 m? ke atas besar tarifnya Rp 1.035/m?
¢. Lingkungan Pemukiman/ Sosial :
- Lingkungan 25 m? ke bawah besar tarifnya Rp 270/m?
| - Lingkungan 26 s/d 100 m? besar tarifnya Rp 450/m?
| - Lingkungan 101 s/d 500 m” besar tarifnya Rp 630/m?

- Lingkungan 501 s/d 1000 m? besar tarifnya Rp 810/m°

— NN i
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d. Lingkungan Pergudangan :

- Lingkungan 25 m* ke bawah besar tarifnya Rp  360/m?
- Lingkungan 26 s/d 100 m? besar tarifnya Rp  540/m?
- Lingkungan 101 s/d 500 m? besar tarifnya ‘Rp  720/m?
- Lingkungan 501 s/a 1000 m? besar tarifnya Rp 900/m?
- Lingkungan 1001 m? ke atas besar tarifnya Rp 1.080/m?

IL :Indeks Lokasi adalah anyka indeks yang didasarkan pada klasifikasi
kawasan tempat lokasi usaha dengan parameter.

- Kawasan Industr nital 1
- Kawasan Perdagangzii/Pertokoan ni'al 2
- KawasaniParnwiseia nilai 3
- Kawasan Pemukiman nilai 4
- Pergudangar: nilai 5
G = Indeks Gangguan
B = Indeks Luar Bangunar &

LRTU = Luas Ruang Tempat Usaha

Fasagiat-§
Cary warhittingan Retribusi
Pasal 158
Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 157, dengan Indeks Gangguan sebagaimana pasal
155, dengan rumus : -
=TLXILXIG XIE XLRTU

Baglan Keempat
RETRIBUSHJIN TRAYEK
Paragraf 1
Nama, Obyek den Subyek Retribusi
Pasal 159

(1) Dengan nama retribusi Ijin Trayek dipungut retribusi atas ljin Trayek vang
diselenggarakan olen Pemerintah Daeran.

(2) Ovbyek retribusi ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat
(2) huryf "d” adalah pembenan ijin kepadn orang pribadi atau badan untuk
menvediakan pelayanan angkut penumpang umum pada suatu atau
beberapa trayek tartentu.

Eal
e

&y

Pasat 1
Subyzk Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperolen
iiin. travek anakutan umum.
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Pasal 161

Tingkat penggunaan jasa ijin Trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan dan
jancka waktu ijin.

Paragraf 2
Prinsip, Sasargrgin ifesexan Tarif Retribusi
Pasal 162
(1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ijin
trayek adalah untuk menutupi biaya administrasi pengawasan lapangan,

survey lapangan dan pembinaan.

(2) Besarnya tarif retribu,w;?ﬁ,gatapkah sebagai berikut :

. a. Perusahaan MO Rp 750.000,-
b. Perusahaan Mobil Bus Umum Rp 1.000.000,-
c. Perusahaan Kends i qr Roda 3 Umum Rp 350.000,-
d. Tiap Kartu Pengawasan (KFS) Rp  20.000,-
e. Tiap Kartu Pengawasan Mobil Bus Umum Rp  25.000,-
f. Tiap Kartu Kendaraan Roda 3 Umum Rg= 10.000, -
g. Ii'n trayek Insidentil sekali jalan PP batas waktu 7 hari Rp 10.000,-

Paragraid®
Perijinan
Pasal 163

(1) Setiap ¢+ing atau badan hukurn yang menyelenggarakan angkutan orang
dengan kendaraan umum harus mendapat ijin trayek dari Kepala Daerah.

(2) ljin Trayek diterbitkan selama jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan
ketentuan Peraturan UULLAJ yang berlaku dan dapat diperpanjang selama

2rusahaan tersebut masih menjaiankan usahanya.

(3) Kartu Pengawasan (KPPS) adalah turunan dari ljin Trayek kendaraan dan
merupakan suatuy bukilt  kontrak pengawasan/pemeriksaan  setiap
kendaraan mobil penumpang umum/Bus umum yang dierbitkan selama
jangka waktu 1 (satu) tahun. ’

(4) Tata cara pengajuan ijin sebagaimana dimaksuvd pada ayat (1). diletapkan

oleh Bupati.

Bagian #elima
RETRIBUS! IJIN USAHA PERIKANAN
Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pasal 164
(1) Dengan nama retribusi ljin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas ljin
Usaha Perikanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Obyek Retribusi ijin usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal
107 ayat '2) huruf ¢ adalah pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan

rimdle malabiiiban vaniatan nieaha namhididavaan ikan



Pasal 165
Subyek Retribusi usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang
memiliki dan mengelola usaha perikanan.

Pasal 166
Tingkat penggunaarn iasa jjin usaha Perikanan diukur berdasarken jenis usaha

budidaya dan jangka wakiu ijir.

Perijinan
Pasal 167

(1) Setiap orang, kelompok atau Badan yang melakukan kegiatan usahia
perikanan di wilavah perairan/sungai, kolamn dan danau Kabupaten
Tapanuii Utars wajiz memilid in Usaha Perikanan (UP).

(2) Jenis ijin usaha perikanan adalah :

a. Usaha membuka kolam pempenihan ikan,

0. Usaha membuka kolam Air Tenang / Pembesaran;
¢. Usaha membuka Kolam Air Deras;

c. Usaha membuka Keramba;gwring Apung.

(3) Untuk memperoleh ijin sepagaimana ditraksud pada ayat (1), st pemoiion
mengajukan penmonionan secara tertulis denjan persyaratan yang toian
ditetapkan oleh Bupati.

(4) ljir. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sefelan jumlan
Retribuci yang ditetapkan untuk itu telah dilunasi.

(5) Jsaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiiiki {jin yailu
usaha skala kecmersil dengan Klasifikast luas areal usaha kclam
pembenihan dan kolam air tenang/pembesaran 7.500 m=? ke atas, junilah
pembukaan air deras & (lima) unit ke atas dan jumlah pembukaan
kerambah/jaring apung 20 (adua puluh) unit ke atas.

(1) ljin usaha budidaya perikanan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) fiin yang sudah habis masa berlakunya dapat diperpanjang untuk jangxa
waktu yang sama.

(3) Peipanjangan ijin dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan
kenada Bupati 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir.

(4) liin tidak dapat dipindzitangankan kepada pihak lain, Kecuall bag
pemnegang ijin perorangan yang telah meninggal dunia setelah memperoieh
persetjuan dar Bupatl

(5) Syarat-syarat permohonan ljin Usaha Perikanan akan diatur cleh Instansi
terkait melalui Keputusan Bupati Tapanul Utara.
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Paragraf 3
Struktur dan BEesarnya Tarif
Pasal 169
(1) Setiap pemberian ijin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasall
“47 Ayat (2) dikenakan retribusi.

(2) Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
a. Pembudidayaan Ikarn Air Tawar :

-~ Kolam Rginberthaen kg - Rp 285 -/ m2 /tahun

- Kolam Air Tenang / Pembesaran ;. Rp 25,-/ m2 /tahun

—  Kolam Air Deras : Rp 100.000,-/unit/tahun
- Keramba / Jaring Apung : Rp 50.000,-/unit/tahun

b. Untuk usaha pengoclahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemasaran
hasil Perikanan sebesar Rp 200.000/unit.

BAB Il
TATA taEa pE3A NG TAN RETRIBUSI
rasai 170 B

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diuangkan.
(2) Retribusi dipungut dengan mepggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah

(SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakar .

(3) Haslil pungutan Retribusi disetor ke kas daerat..

SAB IV
WHLAYAH 2510 TaN RETRIBUSI
Pasal 171

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah wilayah Kabupaten Tepanuli Utara.

BRAB V
MASsy RETRIBUSIOAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 172

(1) Masa Relfribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (gatu) tahun, kecuali
ditetapkan lain oleh Bupati.

(2) Reribusi terutang gadia sagt aiterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(3) Hal-hal yang berkeitan dengan perubahan dan atau penyesuaian besaran
tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling tama 3 (tiga) tahun sekali sesuai
dengan kondisi dan nilai tukar rupiah melalui penerbitan Peraturan Bupati.

DAB Wi
SANKSH ADMINISTRAS!
Pasal 173
Dalam hai walib fetriousi tidak mambayar tepat wastu atau kurang membayar,
dikcaakan sanksi adeiinistrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap

Lodaa Adavl hmmavnuna rabriiiai van tardanc vana tidak atan kirrana bavar dan
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TATA CARA PEMBAYARAN
- Pasal 174
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur
dengan Peraturan Bupali.

BAB Vil
TATA CARA PENAGIHAN
Paral 175
(1) Pergeluaran Surat Teguran, peringatan/surat lain yang sejenis sebaya
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera seteiah
7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam  jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi
retribusinya yang terutang.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh

P<Jjabat yang dihunjulc.

;'_"’ ;?
BAS IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 176
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, kelinganan dan pembebasan
retribusi.
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan refribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkar dengan Peraturan Buatl.

BAB X
KADALUWARGA
Pasal 177
(1) Hek untuk melakukan penagihan Retribusi %nenjadi kadaluwarsa setelain
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang
Retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan reiribust sabagaimana dimaksud pada ayat (1),

tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran;

b.ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retriousi baik langsung
rraupun fidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintan
Daerah.
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(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
avat (2) huruf b adalah Wajib Relribusi dengan kesadarannya menyatakarn
masih rnem‘r:;glmj'as,Wg__%%:;;z;:\.éh_sgitribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dar. pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Retribusi.

L h ; Xl
BaR - -

TATA CARA K(l; HAM U.\J PI] U}[,,(& ,.h. ,;ETRIBUS YANG AADALUARSA
Pasal 1?8

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagt karena hak untuk
mulakukan penaginan sudah kadaluwarsa dapat ‘lihapuskan,
..,.-(2) Bupatl menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAD T
PENGAWASAN
Pasal 179
Bupati menunjuk Pejabat tertenty untuk melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
alas xir
KETENTUAN PIDANA'DAN  PENYIDIKAN
Ketertuan Pidana
Pasal 180
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumiah Retribusi terutang yang
tidak atau kurang dibayar..

(2) Tindiik P( ana fﬁo‘“ i ana dimaksud pada ayat (1), adalah Pelanggaran.
= RIS !

’)’ =
LI

Ic

Pasal 181
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 merupakan penerimaan

negara.

dagian Kedua ... f73,-
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P(emnmar Penvidikan

Pasa? 182
Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 180,
" dilaksanakan oleh Peny dile Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
“Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ientang Kitab
Undanq Undang Hufxum Acara Fidana dan Poraturan Pe!aksanaa.mya

1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka
a. Pozraturan DauLh ot _".'[E‘ﬂ Tapanull Utara Nomor 15 Tahun 1968
tentang Retnou»: Pehériksaan Atat Pemadam Kebakaran ;
D. Peraturan Daerah Kabunaten Tapanu%i Utara Nomar 16 Tahun 1898
tertang Retribusi Penggantian Bizya Cetak Peta ;

c. Parowvmn Duocch 10 _unsian Tapaneli Utara Nomor 13;3. Tahun 18485
'!1]3 i = .

téntang Retirr!'b usi P

ar Guosir dan/atau Pertokoan ;

d. Peraturan Daerah } ‘(abuoa*g; Tapanuli Utara Nomor 26 Tahun 1998
*antang Retribusi PcnyeJer%‘"ﬁgan di Atas Air ;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 27 Tahun 1998
tentang Retribusi Pengolahan Limbah ;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 28 Tahun 784t

tentan~ . trib m =¥~‘w*3'1;'1‘:_' ool kst Usaha Laerah
*‘»'l':\f\

(il _l" 31t H FMH

g Re
g. Peraturan Daeraﬁ Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 34 Tahun 1998
tentang Retribusi lzin Pengambilan Haslil Hutan kutan ;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2000
tentang Perubahan Perlama Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ;

i. Peraturan Daerzn Kahupaten :apanu!i Utara Nomor 12 Tahun ?()Cu

tentang Peru’*" '*-'y_“--"‘r"f’ma FPerat un Daerah Kabupaten Tapanuli
ISE L S i o
Utara \lomor ?O P ,wu ) i”08 tentang Retribusi Penggantian Biava
b <
Cetak Kartu Tanda Pendudli dan Akta Catatan Sipil ;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 14 Tahun 2007
tertang Retribust Ternpat Pendaratan Kagat ;

k. Peraturan Dacrah Kabupaten Tapanui Utara Nomor 15 Tahun 2001
tentang Retribusgi Pelyanan Pemakaman da Pengabuan Mayat ;

b= a3ty

[. Peraturan Pa rah Kabupaten Tapanuil Utara Nomor 16 Tahun 2001

tentang P\\ ‘alavanan .’prumpahar. / Kebersihan ;

g
s

m Poratutan Daerah ... [74 -
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m. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 47+ Tahun 2001

tentang Retribusi Penyedotan Kakus ;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2001
tentang Retribusi ljin Usaha Industri, Perdagangan dan Gudang di
Kabupaten Tapanuli Utara ;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 22 Tahun 2001

tentang Re"r'mnuﬁ; i Gronoiouan
P ,.;1 1ggu

Peraturan Daerah Kebupaten Tapanuli Utara Nomor 23 Tahun 2001
tentang Retribusi ljin Peruntukan Penggunaan Tanah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2001
tentang Retribusi 'jin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2001
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Peraturan_D: -iai Kiouns'on Tapanuli Utara Nomor 27 Tahun 2001
e l ‘.‘:Ha‘,-k oate
tentang hetﬂon( cempat Khusus Parkir ;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 28" Tahun 2001
tentang Retribusi Terminal ,

Peraturan Daerah Kabupateri [apanuli Utara Nomor 30 Tahun 2001
tentang Retribusi ljin Trayek ;

P=raturan Daerah Kabupawen Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2002
tentang Retribusi lin Usgl‘;:;z Jasa Konstruksi ;

Peraturan Dac)'ﬂﬂ _§ubug .2n Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2002

tentang Retribusi IJm Mendirikan Bangunan ;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 16 Tahun 2002

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 13 Tahun 2006
tentang Retribusi Pengujian Berkala 3ermolcr di Kabupaten Tapanuli

; Utara:

Peraturan Daem K bu,) ten Tapanuli Utara Nomor 14 Tahun 2003

tentang Rcmbu Tgmpal Penginapan r(Mess) ;Milik Pemerintah

Kabupaten Tapanuli (hara ;

_Peraturan Daerah Kzbupaten Tapanuli Utara' Nomor 09 MTahun 2006
'tentang Pérubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli

Utara Nomer 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2008
tcrtx - Perupr . o LS rjgra uran Daerah Kabupaten Tapanuh Utara

Shar 510
Nomor 18 Tahun ¢001 tere-19 Retribusi Pelayanan Pasa
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cc. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 16 Tahun 2003
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Ulara
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahrega ;-

dicabul dan dinyate..on tdak berloku lagi.
'Jﬁd’
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerih ini sepanjeng
menganar P@E&Kﬁ&g@a.nya akan diatur lebiti fanjut dorhgan Peraturan
Al LEfensanadn
Bupati.

Pasal 184
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daegrah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara.

Ditetapkan di  Tarutung

pada tanggal 30 — [ — 2010
. o

BUPATI TAPANULI UTARA,

S M’D;’ /DTD/‘

TORANG LUMBANTORING

Diundangkan di Taruturg : J
Pada tanggal - 30- Desember 2010

'SEKRETARIS DAERAH
'KABUPATEN TAPANULI UTARA,

1

Drs. SANGGAM HUTA SALUNG, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19580226 198503 | 005,-

Lembaran Dacrah Kabupacen Tapanuli Utara Tahun 2010 Nomor : 12



